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ABSTRAK

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Efektifitas Implementasi Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian
Terapeutik antara Dokter dan Pasien

Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang peran Undang-Undang yang
berkaitan dengan Pegjanjian Terapeutik. Hal ini dimaksudkan sebagai wahana untuk
menyclesaikan sengketa yang timbul akibat penyimpangan techadap perjanjian antara
Dokter dan Pasien atau keluarga Pasien. Perjanjian Terapeutik adalah sebuah klausul
antara Dokter yang berperan sebagai tenaga profesional bidang medis yang
diposisikan scbagai pikak produsen (jusa), sedangkan Pusien adalah pengguna
profesionalisme dokter yang mechgharapkan mendapat kesembuhan penyakit fisik
yang dideritanya schagai konsumen.

Sengketa yang terjadi antara Dokter dan Pasien dalam konteks penulisan tesis ini
divlas dengan pissu analisa ymitu perangkat peraturan perundang-undangan
diantaranya adalah UU Perlindungan Konsumen, UU Keschatan, UU Praktik
Kedokteran, dan Persturan Pemerintah tentang Tenaga Keschatan dan Keputusan
Presiden tentang Majelis Disiplin Tenoga Keschatan. Sengketa yang dimaksud
ditengarai berawal dari ketidskprofesionalismenya kinerja tenaga medis dalam hal ind
adalah dokter. Hal ini mengakibatkan kerugian berupa materiil dan moril kepada
Pasien dan atau Keluarga Pasien schingga diupayakan melalui penyclesaian secara
hukum,

Menggunakan pendekatan  yuridis normatif, pengumpulan data dengan
menggunakan teknik studi literatur dan wawancara mendalam yang tidak terstruktur
untuk mendapatkan dats baik pimer maupun sckunder. Analisis data ini berpedoman
kepada permasalahan penelitian yaitu ilustrusi kasus sengketa Perjanjian Terspeutik
antara Dokter dan Pasien baik yang telah divonis pengadilan maupun yang
disclesaikan secara musyawarah atsu kasus tidak berfanjut ke persidangan.

Analisis data pada penelitian ini difungsikan untuk mendapatkan jawaban dari
permasalshan penelitian berupa kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang
dihmpkmchpﬂmmjadimmmymgmmmKdmpmm
merupakan resume dari substansi permasalahan dan analisa tesis ini. Sedangkan saran
atau rekomendasi merupakan wacana penulis terhadap penyempurnaan penyclesaian
sengketa Perjanjian Terapeutik,



BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mssalah

“Schat ity Masa Depan”, schuah jargon yang direlease oleh Warld Health
Organization (WHO) dimana dikstakan bahwa kesshatan bukaninh segnlanys
tetapi tanpa keschatan segalanyn tak berarti.' Hal ini dopat dimaknakan bahwa
terdapat saling ketergantungan antara kehidupan sosial manusia pada semua
aspek/ dimensi berkorelasi terkadap kesehatan baik fisik maupun kejiwuan,

Di Indonesia saat ini sedang berlangsung transisi epidemiologi dan
demografi. Hal ini ditunjukksn dengan menurumnys angka kelohimn dan
kematian namun di sisi lain terfjadi peningkatan urbanisasi, industrinlisasi, dan
pcmﬁlhmisymgbtmmmdmmed@ﬂmpmﬂuﬂd&luﬁmmhymg
sakit dan cacal, serta degradasi dari lingkungan dan bahaya terhadap keselamatan
kerja. Sementara itu penyakit infeksi dan maloutrisi masih merupakan faktor
ancaman yang serius dari permasalahan keschatan yang ada di Indonesia.*

Secara implist teclihat bahwa kondisi terscbut menjadikan kendals dalam
Pmm?unbmmnKmhmMMdimnbdiniMuplhnbaghn
dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

'SMMPdemmKWPMMMMh
4 November 2002,



hidup schat bagi setiap penduduk Indonesia dalam mencapai derajot kesehatan
masyarskat yang dinamis dan optimal, yang pada hakckatnya adalah untuk
menciptakan manusia Indomesia scutubnya yang berkualitas tinggi sebagai
sumber daya manusia yang kuat dalam pembangunan.

Keschatan adalah salsh satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang,
pangan dan papan. Tanpa hidup yang schat, hidup manusia menjadi tanpa arti,
schab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan
sehari-hari dengan baik.

Tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemelibaraan keschatan adalah
mencapai derajat keschatan baik individu maupun masyarakat secara optimal,
Selain memberikan perlindungan kepada pasien yang sedang menderita sakit,
jugn kepada tenaga keschatan seperti dokter yang dalam melakukan pekerjaan
selalu berhubungan dengan nyawa manusia dan berusaha menyembuhkan pasien
baik badan, jiwn, maupun sosial.

Namun ironis, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hak-hak
yung dimilikinys di dalam pelayanan keschatan, Semenjok kosus Irwanto dosen
Universitas Atmajayn Jakarta mengemuka, beruntun kemudian muncul kasus-

kasus yang terkait dengan pekerjaan dokter, yang sering disebut malprakuik,

' Warte Lithamg Kesehatan, dalam baip:/idigilib.ish.ac.id gl phplmod-heowseRop-readt id -
Jkphbpphogdi-prey-200 1-bodan-R2-reseachRy - Lithang



Masyarakat behkan media sendiri, tidok jamng mencampuradukkan setiap
kegagalan yang berlangsung dalam proscs perawatan keschatan scbagai
malpraktik. Kemuodian disusul, kasus Marta Manulang yang meninggal sctelah
dirawat di RS Carolus Jakarta beberapa waktu lalu, Keluargn Marta sempat tidak
terima atas kemntion gadis usia 25 tahun ini dan menychutkan kasus ini adalah
malpruktik. Tidak jelas kemudian bagsimans kasus ini berakhir. Yang jelas
perselisihan semacam ini sering terjadi antara pihak rumah sakit atau dokter
dengan masyarukat atau pasien.’ Di sisi lain, masih adn anggapan bahwa dokter
tidak mempunyai salab, Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan
konsumen di bidang jasa pelayanan keschatan, don kengataannya sclama ini
sering terabaikun,

Sudah menjadi aksioms, dimana scorang ynng sakit akan berusaha untuk
scmbuh dengan berobat ke dokter. Scjak dokter menyatskan setuju maka
terjudilah kesepakatan seperti halnya antara Dokter (scbagai penyedia jasa
profesional) dan pasien (pengguna josa kesehatan) yang kemudian dikenal
dengan transaksi terapeutik dimena timbul hak dan kewsjiban antarn dokter
dmmmb\mwmﬂmpdmkmwmhﬂbmm
terapeutik  antars pasien dan dokter (rumah sakit) merupokan hubungan
kontraktual,

] M Doliter de Adukan S#n ke OIIMJIIG. dedam m;" w“w_).'“h“‘.""" k"m".
php i Populonktopik: T&ut 11



Schagai contoh, scperti yang diamanatkan dalam pasal 39 UU Ne. 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinystakan bahwa praktek kedokteran
disclenggarkan berdasarkan pada kescpakatan antara dokier gigi dengan pasien
dalam upaya untuk pemeliharaan keschatan, pencegshan penyakit, peningkatan
keschatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Banyak orang sering
tidak paham hak-haknya scbagai pasicn, misalnya berianyn mengensi obat yang
diresepkan untuk dirinya. Scbaliknya, dokter juga tidak berusaha menjelaskan
sccara rinci dan detail tindakan-tindakan yang hendsk dikenakan pada pasien,
meski tidak semua dokser berlaku demikian,

Belum adanya kesadaran yang meluas dalam hak dan kewajiban ini sering
menimbulkan kekacouan dalam menilai suatu proses perawatan. Kondisi ini
kemudian diakomodasikan didalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia
yang dilampirkan dalam Keputusan Mentedi Keschaton RI  No,
434/MENKES/X/1983 tentang Berlakunya Kode FEtik Kedokteran Indonesin
Bagi Para Dokter di Indonesia, yang dimaksud dengan transaksi terapeutik
adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana
saling percaya, serta senantiasa diliputi olch segala emosi, harapun, dan
kekhawntiran makhluk insani.*

Menyangkut terjadinya hubungan kontraktual antara Dokter dan Pasien,
dalem perspektif hukum telah merambah pada ranah UU No. 8 tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen, Perundangan ini mengatur ketentuan tentang
hak-hak komsumen ysitu sebogaimann yang diusaikan pada Pasal 4 (empet).’
Berdasarkan ketentuan Pasal 4, UU No. § tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, hak-hak konsumen dilindungi, akan tetapi bagnimana dengan hak-
hak konsumen terhadap jasa pelayanan keschatan,

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan, perlindungan
hukum keschatan teshadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak
mmpmmmmummmmm«mmm
adanya kematian atsu cacat permanen,

Rumsh Sakit sebagai suatu kegistan yang memiliki konsumen yakni para
anggota masyarakal scbagai pemakai jasa pelayanan keschatan (heaith
consumens), sertn memiliki pelaku usaha yakni parn dokter dan/ atau pelbagai
sarana pelayanan keschatan schagai penyelenggarn pelaynnan kesehatan (health
providers), maka UU No. § Tahun 1999 tentang Perdindungan Konsumen juga
beclaku pada pelaysnan keschatan  (health care services), Para konsumen
pelayanan keschatan yakni para pasien yang datang berobat memang juga
memerlukan perlindungan konsumen. Malah jika dibandingkan dengan berbagai
konsumen lainnys, adanya perfindungan konsumen pada konsumen pelayanan
keschatan tampak lebibh penting. Peaycbabnya bukan saja karena kedudukan

“ . Veromica KomalwwotiHickoms dan Etita Dala Prabick Dobter,_(Jakarts: Pustska Sinse Harspan,
1989) hd 28
* Lidat Pasal 4 Undang - Undneg No. & Tubun 1999 sentaeg Perlindungan Konsumen,



konsumen pelayanan keschalan yang pada umumnya berada dalam kesdaan
lemah, namun juga karena pengetahuan vang dimiliki konsumen tentang
pelayanan kesehatan dan/ atau tindakan kedokteran jugn lebih terbatas.

Dokter, pasien, dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait
dalam bidang pemelibarsan keschotan Ketiganya membentuk baik hubungan
medik maupun hubungan hukum, Hubungan medik dan hubungan hukum antara
dokicr, rumah sakil dan pasien adalah hubungan yang obycknya adalah
pemeliharnan  kesehatan pada umumnys dan pelayanan keschatan pada
khususnya. Dokter scbagai pemberi jasa pelayanan keschatan dan pasien sebagai
penerima jasa pelayanan kesehatan.

Hubungan dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum andalah hubungan
antara subyck hukum dengan subyek hukum, maka terdapat hak dan kewajiban
yang timbal balik, dimana hak dokter menjadi kewnjiban pasien dan hak pasien
menjadi kewajiban doktcr, Misainya scorang pasien tidek bolch mengabaikan
nasihat dokter, dalam arti kewajiban pasicn adalah mematuhi nasihat dokter dan
menjadi hak dokter untuk dipatuhi nasihatnys.

Dahulu hubungan dokter-pasien adalah aktif-pasif dokter aktif seperti
scorang ayah yang tahu apa yang paling baik untuk anaknyn. Peckembangan
sclanjutnya menjadi  hubungan guidance-cooperation. Dokter memberikan
instruksi, pasien mempunyai aspirasi diri untuk bekerja sama dengan doktemya
namun masih bersifit vertikal patemalistik.



Kini hubungan dokter-pasien sudah sctara ymitu pasien memahami
hak-haknya, bersifat horizontal kontraktual* Namun sering terjadi pasien tidak
memahami dan tidak menggunakan haknya karena keadaannya sakit tidek dapat
berpikir jernih juga awam schingga pasien menjadi pasif. Schaliknya dokter dan
rumah sakit memiliki posisi yang lebih kuat karena mereka menguasai ilmu
kedokteran dan profesional dalam pekerjaannya. Pelayanan kesehatan adalah hak
pasien, tetapi tentu saja tidak berarti bahwa hak tersebut didapatkan sccara
cuma-cuma (gratis).

Penyclenggarsan praktik kedokteran yang merupekan inti dari berbagai
kegiatan dalam penyclenggarsan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter
dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keshlian dan
kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan,
pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima
pelayanan keschatanm, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai
penyelenggaraan praktik kedokteran.

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran
atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi

® Ihid



yang diperolch melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat
melayani masyarakat,

Perlindungan hukum terhadap konsumen jusa pelayanan keschatan juga
tercantum dalam ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang
Prakiik Kedoktcran,”

Muncuolnya permasalahan  dalam  hal implementasi  Undang-Undang
PuﬁndmmKonmmdnhmkmmmmmdoh«dumpuien
odalah dimann pemberi jasa pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) seperti
ddnuumnmunhsakhdimmschagaipdakumhn.sedmghnadaymg
berpendapat bahwa dokter bukanish pelaku usaha, begitu puls dengan pasicn ada
yang beranggapan bahwa pasien adalah konsumen pengguna dan pemakai barang
dan jesa, di lain pihak ada yang beranggapan pesien tidak sama dengan
konsumen, dimana pasien adalah penerima layanan kesehatan,

Berdasarkan uraian terscbut diatas, dapet dikstakan hahwa konsumen jasa
pelayanan keschatan perlu diberikan perlindungan, baik pedindungan terhadap
konsumen secara fisik maupun perlindungan terhadap hek-hak mercka di bidang
pelayanan keschatan.

" Himpunan Peraturan Perundong-undasgen Bidamg Keschatm 2001-2004, (Jsksrta: Departemen
Keschotan RI, 2004)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah
WMM“IMNW&MW
j&ﬂmkmwmk@mWMﬁsm
annumbiwymgdemimmhhmhnbulhnhaknyuﬁdak
mmkmkmmenpuhumnmyamiﬁkikembmnkcmmn
dﬂmmﬂnxkﬁknkeallhmdoh«schhnpanbedjmapclmmmdmm

Mmmmhnhm.hub\m&anmdokwdawmimmaupakmanm
perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis stau upaya penyembuhan yang
ﬁwmwiwmmmmm
hal penting. Saling percaya antsra dokter dan pasien menjadi landasan
keterbukaan komunikasi. Dokter memshami sumpah dokter dan kode etik
kedokteran yaitu diantaranya mengutamakan kesehatan pasien, merahasiakan apa
yang diketahui mengenai pasien dari orang lain, dan tidak membedakan pasien
atas dasar ckonomi, suku dan agama.® Jadi dokter memang harus minta izin
kepada pihak keluarga, agar dokter dapat memberitahukan penyakitnya.

Gugatan hukum terhadap dokter kian marak. Hal ini terjadi akibat kurang

komunikatif, makin menipisnya kepercayaan pasien kepada dokter, dan

¥ Samsuridjal Djauzi, Dapatkak Dokter Dipercaya?, (Jokarta: Kompas, 2007), kal. 27
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pelayanan keschatan yang kian komersial. Untuk itu, kalangan rumah sakit dan
dokter berupaya untuk mengendalikan mutu dan biaya pengobatan.”

Permasalahan terscbut di atas adalah sangat mendasar, karena menyangkut
kepastian hukum, keadilan hukum, dan tidak hanya bagi komsumen pengguna
Jasa pelayanan kesehatan akan tetapi dokier selaku pemberi jasa pelayanan
keschatan juga terlindungi oleh hukum. Dikatakan mendasar karena konsumen
pengguna jasa pelayanan kesehatan adalsh dalam posisi yang kurang
diuntengkan.

Berdasarkan UU Nol 23 Tahun 1992 tentang keschatan dan UU No. 29
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, perlindungan hukum kesehatan
terhadap pasien memang diperlukan dalam hal ini dokter yang menychabkan
adanya kematian atau cacat permancn. Apakah hukum dapat melindungi serta
telah memberikan rasa keadilan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi
konsumen,

Maka lebih lanjut keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan pedindungan konsumen.
Undang-Undang ini mengatur tentang kebijekan perlindungan konsumen, baik
materiil maupun hukum formil mengenai penyelesalan sengketa konsumen,'®

Untuk mewujudkan hal tersebat di atas diperfukan peran serta pengelola rumah

? Kendalikan Mutu dan Biayn Pengobatan, Harian Kampas, 10 Seprember 2007,
¥ UL No. $ Tahun 1999 tentang Perlindengan Konsumen Pasal 45,



11

sakit, dokter dan lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparatur maupun
pencari keadilan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan urnian permasalahan tersebut di atas, maka secara konkrit ruang

lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan
penelitian, scbagai berikut:

't

Apakah perjanjian transaksi terapeutik berlaku sebagai undang-undang
dalam hubungan antara Dokier dengan Pasien dalam memenuhi hak masing-
masing pihak?

Apakah implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tenang Perlindungan
Konsumen dalam hubungan antara Dokter dengan Pasien dapat memberikan
perlindungan terhadap hak-hak pasien?

Apakah perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan
pasien dapat menanggulangi seagketa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penclitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;
Untuk mengetahui bentuk hukum pada hubungan antara dokter dengan
konsumen jasa pelayanan keschatan.
Untuk mengetabui mengenai keterkaitan UU No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran dan UU No. 8 tshun 1999 tentang Perfindungan

Konsumen dalam konteks hubungan antara dokter dengan pasicn.
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3. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perdindungan hak-hok konsumen

josa pelayanan keschatan sccara praktek dalam hubungan amtara dokter
dengan pasien.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

Kegunaan Teoritis,

Dengan dibuatnya tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
dan memperluas wawasan, khususnya bagi hubungan dokter dengan pasien,
Pihok-pihak yang ingin mempelsjari mengenai hak-hak konsumen jasa
pelayanan keschatan dengan pendektan yuridis,

Kegunaan Praktis,

Dengan dibuntnya tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikinn
dan wawasan, serta dapat dimenfuatkan scbagai bahan acuan tambahan hagi
para pihak yang ingin mendalami bidang konsumen jasa pelayanan keschatan
dalam hal hubungan antara dokter dengun pasien. Diborapkan dengan
memahami hubungan hukum antars Dokter dan Pasien, makn setiap
permasalohan hukum yang tegjadi (malpeaktik) dapat diselesaikon dengan
baik oleh pihak yang terlibat,
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D. Kerangka Teori dan Konsepsional
1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang-barang industri. Sedangkan menurut
Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan
Republik Indoncsia sebagai Penyusun Rancangan Akademik Undang-
Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Tahun 1992) Konsumen adalah
sctiap orang.

Di Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, dianwt definisi
bahwa konsumen adalah "the person who obtains goods or services for
personal or family purposes". Unsur terpenting di sini adalah:

a.  konsumen hanya orang; dan
b. barang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.
Apabila diambil unsur-unsur vang baik dan relevan untuk keadaan
Indonesia, maka unsur-unsur untuk konsumen adalah :
a. orang,
b. pemakai barang;
c. pemakai akhir (end-user); dan
d. memakai barang untuk keperluan sehari-hari.
Atas dasar uraian di atas, Tim FH Ul dan Departemen Perdagangan

Republik Indonesia dalam rancangannya mengusulkan agar konsumen
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diartikan "sctiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk
dipakai dan tidsk untuk diperdagangkan.

Jika diperhatikan definisi-definisi schelumnya, maka perumusan dalam
naskah akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut
perlu disempumakan yaitu (1) konsumen tidak hanya orang. tetapi juga dapat
berupa perusahaan, dan (2) konsumen bukan hanya pemakai akhir atas suatu
barang. tetapi juga pemakai jasa. Bahkan dalam knitannyn dengan jass
pelayanan keschatan, pasien (konsumen) termasuk juga penerima jasa
tersebut,

Konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan barang, membeli
barang dari pengusaha. Untuk pengertian pengusaha, Tim Fakultas Hukum
Universitas Indonesin dan Depurtemen Perdagangan RI tidak memakai katn
produsen, atau unsur dari pengusaha. Dalam rumusan discbutkan pengusaha
adalah orang otsu perusahaan yang secara profesional menghasilkan,
membuat, menyediakan, mengedackan dan/atau menjual bareng. Disamping
itu, tentunya juga yang menjual (memberikan pelayanan) jasa,

Konsumen (alih bahasa dari consumer), serla harfish jasa, atow
“sescorang otau sesustu perusahaan yang membeli barang tertentu atau
menggunakan jasa tertentu”, atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan
suatu persediaan atau scjumiah barang”. Ada pula yang memberikan arti lain,

yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.
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Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen itu adalah “setiap
orang (orang alami atau perusahaan) yang menggunakan barang atau jasa”.

Dari berbagai pengertian di atas, terlihat bahwa konsumen itu dapat
merupakan orang alami (natwrperson), tetapi dapat pula suatu perusahaan
(badan hukum atau bukan badan hukum).

Bagaimanakah membedakan kedua jenis konsumen itu dan apakah ada
gunanya untuk dibedakan ?

Melihat pada tujuan penggunaan barang atau jass, memang terdapat
perbedaan dari keduanya. Bagi konsumen yang perusahaan, perolchan suatu
barang atau jasa tertentu bagi perusahsan, sdalsh untuk diolah menjadi
barang atau jasa lain sebagai obyek dagangannya. Kebutuhan barang atau
jasa fericntu bagi perusshasn pads umumnya sdslsh untuk bahan
memproduksi jenis barang/jasa lain yang merupakan kegiatan komersialnya.
Begitu pula dengan pedagang. Pedagang membeli barang untuk keperluan
dijual kembali kepada pembeli, bukan untuk dipakainya sendiri. Scbagai
ilustrasi, pembeli hahan tekstil, kancing, benang dan penggunaan jasa tenaga
kerja penjahit bagi perusahaan pakaian jadi, adalah untuk membuat pakaian
jadi dan selanjutnya diperdagangkan (keperiuan komersial). Scbaiknya bagj
konsumen perorangan, pembelian pakaian jadi adalah untuk memenuhi

kebutuhannya akan pakaian bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pada
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umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangganya (keperluan non-

komersial).

Batasan dan pengertian tentang konsumen antara lain adalah:

a. Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau
orang lain dan tidak untuk diperjual-belikan.

b. Pemakai borang atau jasa vang tersedia dalam masyarakat, bagi
keperluan diri sendiri atau keluarganyn atau orang lain dan tidak untuk
diperdagangkan kembali.

¢. Setinp orang atau keluarga yang mendopatkan barang untuk dipakal dan
tidak untuk diperdagangkan.

Dalam berbagai perundang-undangan mancancgars  kadang-kadang
socara tegas ditetapkan siapa yang dimaksudkan dengan konsumen yang
harus dilindungi, tetapi juga ada yang tersirat dalam rangkaian perilaku
tertentu Undang-Undang Perlindungan Konsumen India, menentukan bahwa
konsumen adalah sctiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik
menyangkut harga dan carn-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk
mercka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain
keperluan komersial.

Dari batasan ini terlihat bahwa konsumen yang ingin dilindungi olch
Undang-Undang India itu adalah konsumen yang menggunakan barang untuk
keperluan memenuhi kebutuhan diri sendiri/keluarga (non komersial),
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Pengertian konsumen berdasarken UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kemudian berdasarkan UU  No. 20 Tahun 2001 tentang
ketenagalistrikan bahwa pengertian konsumen adalsh setiap orang atau
Mnmmubdimmﬁm&dﬁmepnglﬁnuwmknyuﬁam
Tenaga Listrik untuk digunakan pemanfastan akhir dan tidak untuk
diperdagangkan. Jadi konsumen adalah konsumen akhir dan terbatas pada
kontrak, natural dan rech person.

Dari berbagai uraian di atas, untuk selanjutnya istilah konsumen vang
akan digunakan dalam tulisan ini adalah konsumen akhir, yaitu setiap orang
atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakiv
Klinik Keschatan sebagai badan hukum resmi (terdafiar di Pemerintah) yang
dikelola oleh pelaku usaha,

Sedangkan yang dimaksudkan pelaku usaha dalam tulisan ini adalah
orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa kedokteran dengan
memungut biaya dari konsumen (pasien),

Asas Kebebasan Berkontrak.
Salah satu asas hukum ysng dianut Hukum Perikatan adaloh "asas

kebebasan berkontruk", yang berarti setiap orang bebas mengadakan sesuatu



perjanjian yang memuat syaral-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang
perjanjian itu dibuat secara syah (Pasal 1320) dan dengan itikad baik serta
tidak melanggar atsupun bertentangan dengan peraturan hukum yang
berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1338). Kemudian Dalam
hukum perjanjian dikenal asas Pacta Sun Servanda yang artinya adalah
Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya,

Hukum perjanjian juga mempunyai "sifat terbuka® artinya setiap pihak
yang akan mengadakan perjanjian berhak mengadakan segala bentuk
perjanjian yang memuat berbagai syarat yang dikehendaki, bahkan dengan
menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata itu sendiri
(Pasal 1493 jo , Pasal 1320 dan 1338). Dari asas-asas ini, berarti KUH
Perdata, hanyalah memuat kaidah-kaidah yang bersifat melengkapi saja
(aanvullendrecht), tidak bersifat memaksa (dwingendrecht).

Dalam berhubungan dengan pengusaha yang menyediakan barang atau
jasa kebutuhan hidup konsumen. Konsumen yang berposisi lemah harus
berhadapan tentang suatu sengketa konsumen mengenai barang atau jasa
kebutuhan hidup konsumen. Konsumen yang berposisi lemah harus
berhadapan tentang suatu sengketa konsumen mengenai barang atau jasa
kebutuhan hidupnya dengan kalangan usaha penyedia barang/jasa tersebut

yang kedudukannya lebih baik, terorganisir dan mempunyai daya saing lebih,
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Dalam sengketa tersebut hukum materiil dan hukum acara yang sama
diberlakukan bagi mercka yang tidak scimbang. Asas kebebasan berkontrak
dan sifat terbuka dari hukum perjanjian memang mendukung perkembangan
dalam hubungan-hubungan baik nasional maupun internasional. Apelagi,
formil dalam konstitusi negara-negara, setiap orang mempunyai kedudukan
yang sama didepan hukum. Ketentuan konstitusi ini tidak salah, tetapi
merupakan kenyataan dalam masyarakat bahwa terdapat keadsan "tidak
sama secara intrinsik™ di depan hukum karena tidak seimbangnya
kemampuan sescorang, antara lain berdasarkan hasil penclitian PBB
(Resolusi PBB 239/48 tanggal 16 April 1985), disebabkan oleh “lemahnya
konsumen dari sudut pendidikan, ckonomi dan daya saing”.

Tanpa mengurangi makna hakiki dari kebebasan berkontrak, pembatasan
kebebasan dalam hubungan para pihak yang tidak seimbang, merupakan
sulah satu tolak ukur penting yang adil dan memenuhi dasar dan falsafah
bangsa Indonesia yaitu Pancasila, asas kelima (keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia),

Sckarang ini pun telah terlihat dilakukan berbagai "pembatasan” atas
asas kebebasan berkontrak itu di dalam berbagai peraturan perundang-

undangan kita."'

" Antsra lsin dalam Pasal 1494 KUlPer : "Meskipen telah diperjanjikan bahwa si penjual akan
menanpgung sesunty spapun, namun ia tetap bertagung jawab tentang apa yang merupakan akibat
dari perbuston yang dilakukan olchnyn, segala persetyjuan yang berteatangan dengan imi adalsh
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Masalah yang lebih prinsipil adalah pemyatsan apa perjanjian dengan
syarat-syarat baku scjalan dengan asas atau falsafah bangsa yang mendasari
seluruh bidang kehidupan bangsa kita. Di samping itu rumusan operasional
dari asas negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
ketetapan MPR’, adalah "keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
peri kehidupan bangsa®. Kescimbangan antara hak dan kewajiban diantara
semua pihak di dalam hubungan-hubungan (hukum dan ekonomi) satu sama
lain. Hak yang dilebihkan dan atau kewajiban yang dikecualikan pada satu
pihak, mengganggu keseimbangan terhadap pihak lainnys. Keadaan seperti
ini pun tidak mendukung tumbuhnya keserasian antara pihak pada khususnya
dan dalam keadasan terscbut dalam skala luas menjauhkan keserasian dan
keselarasan dalam kehidupan berbangsa.

Asas kebebasan berkontrak ini, dalam pengalaman dan analisis bangsa-
bangsa itu sendiri, ditemukan kurang memperchitungkan kenyataan, bahwa
dalam perkembangan ckonomi modern, dengan meningkatkan kemampuan
perusahaan yang memberikan kemampuan berlebih atau keunggulan

batal: ' Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Perckonomian berdasar ntas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi segala orang, Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
mengusai hidup orang banyak hurus dikussal oleh Negara. kalau tidak, tampak produksi jatuh ke
tangan orang seorang yang sedang berkuasa dan rakyat yung bamyak ditindasnya: dan TAP MPR No.
IVIMPR/1978.bab 2. E. butir 2a: ,_kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi
dengan terdapsinya tingkat kemajuan masysrakat yang sama, mersta dan seimbang serta adanya
keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajusn bangsa®,
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ckonomi'? kepada mereka dibanding dengan konsumen, untuk leluasa
mengadakan perjanjian-perjanjian  dengan syarat baku. Dalam kondisi
demikian, tidak terdapat kescimbangan kemampuan entar para pihak.
Ketidak seimbangan sosial-ckonomis ini merupakan benih dari terjadinya
perbuatan penyalahgunaan kedudukan ckonomi yang dapat merugikan
konsumen.

Dalam keadsan tidak seimbangnya kemampuan ekonomis, tingkst
pendidikan dan daya saing dari konsumen dibendingkan dengan para
pengusaha pada umumnya, menimbulkan keraguan apakah terdopat unsur
kebebasan kehendak dari pada pihak (konsumen dan pengusaba) dalam
mengadakan suatu perjanjian schingga mengikat mereka sebagai undang-
undang sesuai ketentuan KUHPerdata, (Pasal 1320 jo. 1338). Suatu klausula
yang telah disediakan pengusaha dalam suatu konsep surat perjanjian dalam
praktek sehari-hari, tidak pernah dapat ditinjau kembali,

Konsumen hanya dapat menerima syarat-syarat perjanjion itu atau tidak
mengadakan persetujuan sama sekali (fake ir or leave if). Kelebihan
kemampuan pengusahn tertentu untuk menentukan sendiri syarat-syaral suatu

perjanjian, tanpa dapat dikorcksi kecuali konsumen bersedia untuk tidak

" Agnes M Toar, Penpalahgunaan keadan don tanggung jowab atas produksi Indonesia (pada
nevuosya) makalah, disampaican podn seminar Tentang Tanggung Jawab Produk dam Konerak
Bangunan, disclenggaraken di Jakarta: 1988, hal. 1-24: fa a.l. mengatakan: *Penynlahgunaan dengan

sustu keunggulan ekonomik pada umumnya lebih banyak menggeiala dam menghasifken keputusan
hakim dari pada keunggulan bathiniah”,



mendapatkan barang/ jasa yang dibutuhkannys, menychabkan konsumen
pada asasnya "kehilangan. kebebasannya”. Dalam kondisi demikian, bagi
konsumen tidak ada asas kebebasan kehendak.

Dari hal-hal dikemukakan di atas, tampaknya sejalan dengan falsafah
negara kita, bahwa terhadap asas kebebasan berkontrak dan semua jenis
perjanjian dengan syarat-syarat baku, terutama berkaitan dengan hubungan
dan masalah konsumen, sudah saamya dindakan perbaikan hukum,
Perbaikan itu hendaknya mengarah pada berbagni pencegahan segala bentuk
prakiek bisnis yang menimbulkan gangguan atas kepentingan-kepentingan
konsumen karena ketidak seimbangan keadasn antara pengusaha dan
konsumen Kaidah-kaidah yang mencegah penyalahgunaan keunggulan
ekonomi pengusaha, merupakan salah satu diantaranya. Disamping itu, juga
discdiakan kaidah-kaidah yang membuka peluang pada konsumen dan atau
organisasinya untuk menjalankan upaya membela kepentingan-kepentingan
mereka,

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum perjanjian
terdapat asas kebebasan berkontrak dan juga bersifat terbuka, akan tetapi
dalam pembuatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan
hukum yang berlaku. Jadi pembustan pedanjian yang bersifat baku ini
sebenarnya diperbolehkan sepanjang dan sclama tidak bertentangan dengan
peraturan  hukum yang berlaku yaitu undang-undang perlindungan
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konsumen. Perbuatan perjanjinn baku yang dilakuken oleh pelaku usaha sah-
ssh ssja mengingat kepentingan dan kebutuhan pelaku wsaha dalam
menjalankan aktifitas usshanya memerlukan waktu yang sangat cepat selama
hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) undang-undang
Perfindungan Konsumen.

Dalam pembustan perjanjian baku dilarang dicantum  klausula
cksonerssi. Menunat Rijken kisusula eksonerasi yaitu sustu klausula yang
dicantumkan dalam suatu perfanjian dengan mana satu pihak menghindarkan
diri untuk memenubi kewsjibannys membayar ganti rugi selurubnys atau
terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atsu perbustan melangoar hukum. "

3. Tanggung Jawab Hukum

Masalah tanggung jawab bukum merupakan perihal yang sangat penting
dalam hukum perlindungan konsumea. Dalam kasus kasus pelanggaran hak
konsumen diperfukan kebati-hatian dalam menganalisis siapa yang haras
bertanggung jawab dan scberapa juuh tanggung jawab yung dapat
dibebankan kepada pihak pihak teckait.

Beberapa sumber hukum formal seperti persturan perundang-undangan
dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kemp memberikan
pembatasan-pembatasan terhadop tanggung jawsh yang dipikul oleh si
pelanggar hak konsumen,

" Maciam Darvs Badruteaman, Ameka Hulue Birei, (Bandeng: Alumai, 1994), bal 47,
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Disamping itu dalam arca bukum tertentu, misalnys antara hukum
pengangkuton dan hukum lingkungan terdapat perbedsan yang cukup
mendasas tentang prinsip prinsip tanggung jawabnya yang diterapkan.
Bahkan didalam bidang hukum pengangkutan, antara satu kasus dan kasus
lainnya, prinsip- perinsip tanggung jawabnya juga dapat saling berlainan.
Prinsip-peinsip tanggung jawab, antara lain adalah:

a.  Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on

Saulny"

b. Prinsip praduga untuk sclalu bertanggung jawab (presumtion of
lability),

c. Prinsip praduga selalu tidak bertangpung jawab (presumeion of ron-
liabiliy);

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strics llability),

e Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability);'"*

f. Prinsip product liability."*

Penjelasan dari prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut, antara lain adalah:

a Wp tenggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on
)

" Koesmadi Hardjssoomantri, Hutwm Tata Lisghumgan. Cetaken kedelapan. (Yogyskarts: Gajah
Mada University Press. 1991), hal_ 248359,

™ Suherman. Masalah Tanggung Jewab Pada Character Pesawer Udara dan Beberapa Masalak Lain
dalam Bideng Pemerbangan, (Besdusg © Alumni Bandung: 1979) hal. 21,

"* Micke Komar Kantsstmadja. Berbagoi Masaloh Hutww Udara dian Angkare, Cetskan 1 (Bandung:
Remsdja Karya CV, 1988). hal 20,



Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalohan adalsh prinsip
yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur didalam Pasal 1365, 1366
dan 1367, prinsip ini dipegang sccara teguh, Menurut prinsip ini, beban
pembuktian ada pada si penderita. la baru akan memperoleh ganti
kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalshan pada
pihak tergugat (Pasal 1365 KUHPer)."”

Menurut Ninick Suparni, asas tanggungjawab yang digunakan oleh
Pasal 1365 KUH Perdata adalah sistem tangungjowab berdasarkan
kesalahan (liability based on faulf), &i mana beban pembuktian
memberatkan penderita, dalam hal ini penderita akan memperoleh ganti
kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalabhan pada
pihak tergugat."®

Mengenai unsur kesalahan ditujukan pada dapat atau tidak dapatnya
si pelaku dipertanggungjawabkan. Tentang perbustan melanggar hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Arrest Hoge Raad 31 Januari
1919 telah dianut suatu pengertian luas, yaitu dalam putusan perkara
antara Cohen dan Lindenbaum. Pengertian luas ini telah disnut pula
dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1956

T ahid, bl 359,

" Niniek Supami, Pelestarian Pengelolaan dan Perogakan Hukum Limphunpan, (faksets: Sisar
Grafika. 1992 bal, 177,
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No. 923/Pdv/1956, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan,
bahwa: "Menurut tafsiran dalam yurisprudensi tentang posal terscbut
Hoge Raad di Negeri Belanda dengan putusannya yang terkenal
tertanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1410 B.W. Negeri Belanda
(sama dengan Pasal 1365 B.W. di Indonesia) telah memutuskan bahwa
“melawan hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan
undang-undang, tctapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan
kepantasan dalam pergzulan di dalam masyarakat, sedangkan perbuatan
yang melawan hukum juga memuat kealpaan yang terbukti kesalahannya
melakukan perbuatan atau mengalpakan sesuatu yang melawan hukum
dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran
ganti kerugian, pendspat mana dari Hoge Raad dianwt pula oleh
kehakiman di Indonesia."”

Pasal 1365 KUH Perdata tidak saja ditujukan pada perbuatan yang
bersifat aktif, tetapi juga pasif dan kesalahan itu dapat dilakukan dengan
sengaja atau karena kelalaian, Moegni Djajodirjo menerangkan bahwa;
pada istilah "melawan” itu melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau
orang dengan senguja melakukan suatu perbuatan atau gerakan yang
menimbulkan kerugiaon pada orang lain, maka nampek dengan jelas sifi

aktifnyn dari istilah “melawan”, sebaliknya kalau orang itu dengan

™ Chaidic All, Yurisprudensi Indomevia tentang Perbwatan Melamggar Hukum (Onrechimatige
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sengajo diam saja sedang ia sudah mengetahui harus melakukon sesuatu
perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atay dengan lain perkataan
bilamana ia enggan melakukan suatu keharusan, schingga menimbulkan
kerugian pada ormang lain, maka ia telah melawan tanpa harus
menggerakkan badanays, inilah sifat pasif dasi istilah "melawan”,

Masalahnya bagaimana tanggungjawab si pembuat yang melakukan
perbuatan melanggar hukum yang mengnkibatkan kerugian terhadap
orang lain. Menurut Von Kris di dalam teori adequate veroorzaking
menyatakan bahwa "Si pembuat hanya bertanggungjawab untuk
kerugian yang sclayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari
perbuatan melanggar hukum",

Teori adequate veroorzaking telah diterapkan oleh Hoge Raad,
yoitu dalam putusannyn tanggal 3 Pebruari 1927, yang dalam
pertimbangan hukumnyn menyaiakan:
imbueya mgeing. . Sasila ugs irane peegan e
merupakan okibat daripada perbuatannyn yang dilakukan secara layak
dapat dibarapkan akan timbul*

Dalam hal ini, mosalah pengaturun tuntutan ganti rugi kepada
pihak-pihak pengelola jasa keschatan dalam konteks penulisan ini

daad), Cetakan Pertansa, Bandung: Binacipta, 1978, hal 3,
® M.A. Moegni Djojoditjo, Perbuatan Melawan Hwkuw, (Jaknrta: Pradayn Paramita, 1979), hal, 12
13

 1hid, hal. 93



adalah pihak Rumah Sekit Klinik Keschataw' Dokter terhadap
pelanggnmn hak-hak konsumen sudah scring terjndi, skan tetapi dasar
gugatan terhadap pelanggarun dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen masih banyak yang belum mengetahuinya. Tuntutan ganti
rugi terscbut hingga kini masih didasarkan kepada hukum perdata yang
diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menganut prinsip liability
based on fault, deagan konsep *kesalahan”. Karena itw, dalam penelitian
ini, mengenni siapaknh dari pihak-pibak Rumah Sakit Klinik
Kesehatan/ Dokter yang dapat dituntut tanggung jawab hukum terhadap
pelanggaran hak-hak konsumen, karena bertentangan dengan hukum dan
kepatutan masyarakat. Kareon kesalahan pihak-pthak itu baik sengaja
atau karena kelalaizn, mereka wajib mengganti kerugian.

Menurut Pitlo bahwa biasa dalam menentukan kerugian karena
perbustan melanggar hukum tidak ditcrapkan secara langsung
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, melninkan paling
tinggi kelentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata tersebat diterapkan
secara analogis.

Kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum dapat
berupa kerugian yang bersifat materiil dan immateril. Hoge Raad dalam
Arresinya dengan tegas menyatskan bshwa si pelaku perbuatan

2 jbid, hal. 73
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nwlangguhuhmhamsmenggantikmxginnhaikkcmgianmdidcﬁm
maupun keuntungan yang akan diperoleh.”

Selain itu, Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 17 November
1967, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Si pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk
membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada si penderita atas
kerugian yang ditimbulkannya, menuntutnya dan hakim menganggap
tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan
suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang
ditimbulkannya",

Dari apayangdik:mukakm.mkamdtpathubungnmmakibm
perbuatan pelanggaran hak-hak konsumen dengan pelanggaran hukum
dan kepatutan masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen,
dan pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum atas
pelanggaran tersebut, Hal ini tentunya tergantung dari keadaan/ fakta
apakah perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau
kesusilaan masyarakat.

2) Harus ada kesalahan; dan

3) Kerugian yang ditimbulkan; serta

4) Adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian,

D pachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggor Hulkum, Cetakan .
Binacipea, 1991), bal. 8. Konh, (kg
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Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan
hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-
Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara pendapat umum asas tanggung jawab berdasarkan unsur
kesalahan ini dapat diterima karena adalah adil bagi yang berbuat salah
untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain tidak
adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang
diderita orang lain,

Persoalan yang perlu dipetjelas dalam Prinsip ini sebenarnya juga
berlaku umum untuk prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Definisi
tentang subjek pelaku kesalahan. Dalam doktrin hukum dikenal asas
vicarious liability dan corporate lability**

Latar belakang pencrapan prinsip ini adalah konsumen hanya
melihat semua di balik dinding korporasi itu sebagai satu kesatuan. la
tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan
korporasi mana yang tidak. Doktrin ini lebih dikenal dengan sebutan
ostensible agency. Maksudnya adalah suatu korporasi memberi kesan

kepada masyarakat bahwa orang yang bekerja dibawah suatu korporasi

™ Vicarious Nability mengandung pengertian majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak fain yang
ditimbulkan oleh crang-crang atau karyawan yang berada di bawnh pengawasannya. Jika karyswan
itu dipinjamkan kepada pihak lain, maka tangpung jawabnyn beralih pada si pemakai kasyswan tadi,
corporate liabiliy pada peinsipnya memiliki peogertian yang sama dengan vicarious Hability.
Menurut doktrin ini lembagn (korporasi) yang menaungi suatu kelmpok pekerja mempunyal
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adalah karyawan yang tunduk di bawah perintaly’ koordinasi korporasi
tersebut, schingga sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib
bertanggung jawab kepada konsumennya.®*
b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumtion of liability)

Tergugat dianggnp sclalu bertanggung jawab untuk kerugian yang
ditimbulkan kepada penggugat, sampai ia (tergugat) dapat membuktikan
bahwa ia tidak bersalah. Pihak yang dirugikan (penggugat) tidak perlu
memberikan suatu pembuktian tentang ndanys unsur kesalahan pada
pihak yang merugikan (tergugat). Berdasarkan prinsip ini, penggugat
cukup menunjukan fakta tentang adanya kerugian tersebut®® Karena
berdasarkan asas praduga, maka tergugat dapat menghindarkan diri dari
tanggung jawab bila dia dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak
bersalah (absence of fault).

Sebenamya, prinsip ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab
atas dasar kesalahan (forult lability), tetapi dengnn pembalikan beban
pembuktion kepuda pihak tergugat,”

¢. Prinsip praduga untuk tidak sclalu bertanggung jawab (persumption of
non liabililty)

tanggung Jewab terthadnp tenaga-lonags yang dipckerjakannyn. Shidarta, Mukuw Perlindungan
1 Kamsumen Indamexia, Cetakan ketlga, (Jakarta: Grasindo. 2006). Hal. 75,
ibid.
* Kantastmodja, hal 127
g Soclullah, Tww;:mp'mmb Penganghmt Dalam Hubuw Pengompbaim Udara Intermasiona dan
Naslonal, Cetnkan Periama (Yogynkarex: Liberty). 1989, hal 153,
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Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Berdasarkan
prinsip ini, tergugat dianggap selalu tidak bertanggung jawab untuk
kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini hanya dikenal dengan lingkup
transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

Dalam prinsip tanggung jawab ini, bagi pihak tergugat tidak ada
kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali
apabihkerugianymﬁmbtddisebablmnkmmadanyakcsa!ahmdari
pihak yang dirugikan seadiri,

"Konsep tanggungjawab mutlak diartikan terutama sebagai
kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan
Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya
persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Faktor Penting lainnya yang
berkaitan dengan dokirin tanggungjawab mutlak adalah beban
pembuktian diberikan kepada pihak yang mempuyai kemampuan
terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal”.?®

Menurut Stefanus Haryanto, pengertian strict liability adalah
sebagai berikut:

“Strict Liability (pertanggungjawaban ketat, Strict—ketat) adalah

suatu asas pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang tidak

didasarkan pada kesalahan atau kelalaian seperti yang lazim dianut
dalam teori tentang perbuatan melanggar hukum, tetapi suatu asas
* Hardjasoemantri. opeir hal. 358-359,
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pertanggungjawaban yang didasarkan pada risiko. Berdasarkan asas
ini, scorang tergugat bertanggungjawab untuk membayar ganti
kerugian kepada penggugat, semata-mata karena ia telah melakukan
suatu perbuatan yang sifatnya mengandung resiko yang besar untuk
menimbulkan kerugian kepada penggugat, tanpa memperdulikan
fakta apakah dia bersalah atau tidak"
Dalam paragraf berikutnya dikatakan:

"Sescorang tergugat dalam kasus strict liability dapat membebaskan
diri dari tanggungjawab, kalau ia dapat membuktikan adanya salah
satu dari hal-hal berikut: Act of God (tindakan Tuhan), Act Of The
Thrid Party (kesalahan pihak ketiga), dan Default Of The Victim
(kelalaian korban sendiri)™*

Mengenai istilah strict liability ini, menurut Abdurahman terdapat
beberapa istilah yang digunakan, misalnya "asas tanggungjawab mutlak®
oleh Komar Kantzatmadja, dan "asas tanggungjawab secara langsung
dan seketika”, oleh Munadjat Danusaputro. Selanjutnya ia menjelaskan,
yang dimaksudkan oleh asas ini adalah bahwa kewajiban membayar
ganti rugi timbul segera/ seketika, tanpa mempersoalkan salah tidaknya
penyebab kerugian tersebut.”

Menurut N.H.T. Siahaan membedakan antara strict liability dan
absolute liability, Terkadang prinsip ini seringkali disamaartikan antara
strict liability dan absolute liabilility. Perbedaan pertama adalah dalam
strict liability terdapat suatu pengecunlian, misalnya pelaku dapat

dibebaskan dari liability apabila terdapat hal-hal yang mengecualikan,

 Seefanus Haryanto. Asas Strict Liability dalam Hukum Lingkungan, Kompas. 1 Oktober 1992,




yakni adanya bencana alam, peperangan, perang saudara, yang
kesemuanya discbut forced majure.

Sedangkan absolute libility, pengecualian ini sama sekali tidak ada.
Perbedaan kedua adalah dilibat dari ada tidaknya sifat kausalitas yakni
pada strict liability, sifat hubungan kausalitas itu selalu ada, sedangkan
pada absolute liability, hubungan kausalitas tidak sclamanya ada.”!

Asas strict liability ini telah berlaku juga di Indonesia dalam UU
No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dalam hal pencemaran laut olch tumpahan minyak
dari kapal, asas strict liability diatur dalam Internasional Convention on
Civil Liability For Qil Pollution Damage, 1969 (CLC 1969) yang telah
diratifikasi dalam Keppres No. 18 Tahun 1978,

Prinsip Tanggung jawab dengan pembatasan (Timitation of liability)

Menurut prinsip ini, tanggungjawab tergugat dibatasi sampai jumlah
lertentu atau terbatas pada jumlah tertentu. Prinsip tanggung jawab
dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku ussha yang
dicanturmkan sebagai klausula baku dalam perjanjian standar yang
dibuatnya. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat

merugikan konsumen bila ditctapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

» Abdursbenan. Pengomiar Hukume Lingkampan Bandmg- PT, Citra Aditya Bakth 1990 bal. 102.

103,
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Seperti halnya perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh
pengelola jasa parkir didalam karcis parkirnya, bukan hanya membatasi
langgung jawabnya malahan justru mengalihkan tanggung jawabnya
kepada pihak konsumen.

f.  Prinsip tanggung jawab produk (product liability).

Menurut prinsip ini, tanggungjawab ada pada produsen yang
menghasilkan produk yang rusak. Istilah tanggungjawab produk
merupakan terjemahan dari istilah asing product liability atau product
ansprakelijkheid, sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai
tanggungjawab produsen, berasal dari istilah Jerman yang sering
digunakan dalam kepustakaan yaitu Produzent-Haftung, selanjutnya ia
mengatakan "Tanggungjawab produk ialash tanggungjawab para
produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang
menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada
produk tersebut,®

Kata produk diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun

yang tidak berperak. Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual

*! Naommy Horas Thombang Sishaan, Hukum Komswmen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung
Jawab Prodwk. Get. Pertama, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hal 30

M K antastmadja. opcit. hal. 120

” Agnes M. Toar, Tanggunglawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara.
Dewan Kerja Sama llmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, 1988, hal, 1-2,
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(pefjanjian) atan berdasarkan undang-undang (gugatan atas dasar
perbuatan melawan hukum).

Hubungan dokter dengan pasien dilikat dari aspek hukum, adalah
hubungan antara subyek hukum dengan obyck hukum, maka terdapat
hak dan kewajiban yang timbal balik, di mana hak dokter menjadi
kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokier.

Menurut hukum, hubungan entara dokter dengan pasien merupakan
suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya
penyembuhan, yang dikenal dengan transaksi terapeutik. Hubungan
terapeutik  (penyembuhan) antara dokter dengan pasien tersebut
mempanyai obyek berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan.
Istilah terapeutik berasal dani istilah asing therapy yang berasal dari
bahasa Yunani therapeia yang berarti penyembuhan. Sedangkan dalam
bahasa kedokteran pada umumnya istilah terapi lebih diartikan sebagai
mupbaikmobu.”

Dasar dari perikatan antara dokter dengan pasien biasanya adalah
berupa perjanjian atau kontrak, schingga dikenal istilah perjanjian atau
kontrak terapeutik. Para pihak yaitu dokler dan pasien bebas (asas
kebebasan berkontrak) untuk menentukan isi dari kontrak yang mereka
sepakati bersama, dengan syarat tidak bertentangan dengan
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undang-undang, kepatutan, kepantasan dan ketertiban. Pada pelaksanaan
perjanjian atau kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien, dokter

tidak menjanjikan kesembuhan dari pasien, tetapi dokter berupaya
semaksimal mungkin menyembuhkan pasien.

Terhadap  perjanjian  terapeutik  (penyembuhan)  berlaku
ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana perikatan
pada umunmya, yang diatur di dalam Buku Il Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Sebagai suatu perikatan, maka di dalam transaksi
terapeutik terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan
medis (kesehatan) dan pasicn schagai penerima pelayanan medis
(keschatan). Perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien ini
merupakan perikatan timbal balik, dimana, hak-hak pasien di satu pihak
dan pada pihak lain merupakan kewajiban-kewajiban dari dokter, dan
demikian pula scbaliknya.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan ditegaskan bahwa tenaga keschatan (termasuk dokter) dalam
melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi
(pedoman dokter untuk menjalankan profesinya dengan baik) dan

menghormati hak-hak pasicn, dalam hal ini pasien juga turut berperan

3 D. Veronica Komalawati, Hukum dan Etika Dalam Prakiek Dokter (Jakarta: Pustaks, Sinar Harspan,
1989), hal. 28.
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serta dalam terjadinya transakasi terapeutik, scbagaimana ditegaskan di
dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan,

Hal terpenting agar pegangan antara dokter dengan pasien
mempunyai kekuatan mengikat adalah dengan harus dipenuhinya
syarat-syarst yang ditentukan oleh undang-undang untuk sahnya
perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur
mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, Syarat pertama dari Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mensyaratkan adanya
penerima pelayanan medik. Yang dimaksud dengan sepakat para pihak
dalam pckerjaan jasa pelayanan kesehatan adaloh persetujuan (consen)
dari dokter untuk melakukan tindakan medik atas persetujuan dari
pasien untuk dilakukan tindakan medik atas dirinya. Consent yang
diberikan pasien adalah syarat agar perjanjian pelaksanaan jasa
pelayanan medik menjadi sah menurut bukun dan memberikan hak
kepada dokter untuk melakukan tindakan medik. Apabila tidak diikuti
adanya kesepakatan dalam perjanjian, maka perjanjian itu tidak sah dan
dapat dibatalkan.

Perikatan pokok yang ditimbulkan dalam transaksi terapeutik adalah

kewajiban dokter untuk melakukan upaya medis dan hak pasien atas
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upaya medis tersebut; Kewajiban pasien untuk membayar honorarium
kepada dokter atas upaya medis yang telah dilakukannys dan hak dokter
atas pembayaran tersebut,

Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter
dengan pasien. Di dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan asas
iniwdmdiddm?mlso.dimndﬂmkmhhmw
keschatan bertugas menyelenggarakan atan  melakukan kegiatan
keschatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga
keschatan yang bersangkutan. Pelayanan medik hanya dapat
tersclenggara apabila tenaga keschatan yang bersangkutan telsh
memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan,

Kemudian didasarkan pada Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992
tentang Keschatan, maka sarana keschatan baik yang diselenggarakan
olch pemerintah maupun swasta harus tetap memperhatikan golongan
masyarakat yang tidak atau kurang mampu dan tidak semata-mata
mencan keuntungan.

UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan juga mencgaskan di
dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa bagi tenaga keschatan termasuk dokter
ymgmclnksamhnmmnynsemnidamnpmfcsiﬁyamdmﬁun
perlindungan hukum. Di dalam Pasal 2 huruf ¢ UU No. 23 tahun 1992



tentang Kesehatan terkandung asss perikehidupan dalam keseimbangan.
Penyelenggaraan  keschatan harus diselenggarakan secara scimbang
antarn kepentingan individu dan masyarakat antara fisik dan mental,
antara material dan spiritual. Keseimbangan di dalam pelayanan medik
dapat diartikan schagai kescimbangan antara tujuan dan sarana, antara
sarana dan hasil, antara manfast dan resiko yang ditimbulkan dari upaya
medik yang dilakukan,

Asas tepat woktu sangat diperluksn karena akibat dari kelalaian
memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat
menimbulkan kerugian pada pasien. Pasal 55, UU No. 23 tahun 1992
tentang Keschatan ditcgaskan bahwa setiap omng berhak atas gant
kerugian skibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan olch tenaga
keschatan, Suatu tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka
pelayanan medik, demi kepentingan pasien tidak dapet ditunda hanya
demi kepentingan peibadi dokter,

Dihubungksn dengan pelayanan medik, iktikad baik dokter yang
tidak dimiliki oleh pasien, maka pasicn memberikan kepercayaan
kepada dokter untuk menolong dirinya. Didasarkan oleh itikad baik
dokter, maka dokter berkewajiban memberikan pertolongan profesional
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kepada pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun
1992 tentang Keschatan.,

Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
ditegaskan bahwa kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak-hak pasien. Didasarkan pada asas ini, dokter
berkewajiban untuk memberikan pertolongan sesuai dengan yang
dibutubkan oleh pasicn, yaitu sesuai dengan standar profesinya. Asas ini
juga menjadi dasar untuk penyampaian informasi yang benar, baik oleh
pasien ataupun dokter dalam berkomunikasi.

Di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang -Undang No 23 tahun 1992
tentang Keschatan, tersirat asas kehati-hatian yaitu bahwa dokter
bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan
profesinya. Jika seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian
dalam melaksanakan tugasnya tanpa mematuhi standar profesi dan
informed consent, yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien, maka
pasien yang bersangkutan berhak atas penggantian kerugian.

Eksistensi hukum perlindungan konsumen ini berakar dari teord
ckonomi tentang pasar yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaity,
pertama, bshwa individu masing-masing yang didorong oleh
kepentingannya sendiri  yang menentukan pekerjaan  termasuk
produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, Adam Smith
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yakin bahwa harga ditentukan olch pasar itu sendiri, schingga tidak
periu ada peraturan yang menetapkan harga produk tertentu. Harga
suatu barang akan terus bergerak ke level harga yang alamiah atau
material level. Ketiga, produsen akan menghasilkan scjumlah barang
sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Dengan demikian, agar memperoleh keuntungan, maka produsen
selalu berussha untuk menycsuaikan dengan perubahan kebutuhan
konsumen, Teori ckosomi yang dikembangkan olch Adam Smith
berpengaruh  terhadap pembentukan teori  hukum  perlindungan
konsumen, yang kemudian melahirkan dua teori besar yaitu, pertama
perlindungan konsumen oleh mekanisme pasar tanpa intervensi
pemerintah  (unregulatedmarket place) dan kedua, periindungan
konsumen dengan intervensi pemerintah terhadap pasar (govermment
regulated marketplace)™

Praktck oligopoli, monapolistic competition, dan monopoli
merugikan konsumen, schingga dirasskan perlu adanya intervensi
pemerintah (government regulated market piace).*

Pengakuan dari pengadilan terhadap doktrin-doktrin tersebut
mempunyai dampak negatif kepada perlindungan konsumen. Pertama,

* Donald.P.Rodhschild and David. W.Carrol, Consumer Protection Reporting Service dikumpulkan
odeh Inosenties Samsul, (Jakarta: PPSFHUI, 2003), hal, 3,
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pihak produsen menggunakan kekuatannya untuk mencrapkan kontrak
baku yang memuat ketentuan-kelentuan yang menguntungkan pihak
produsen, Kedua, pihak produsen membatasi dirinyn dari segala
tanggung jawab terhadap pihak ketiga. yang tidak mempunyai hubungan
hukum dengan produsen dalam hal hubungan kontrak. Ketign, adanya
prinsip caveat empio yang mengharuskan agar konsumen berhati-hati
dalam melakukan transaksi dengan produsen.”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen memberikan definisi mengenai konsumen di dalam Pasal 1
butir 2 yaitu setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selnin definisi yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa definisi lain mengenai
konsumen, seperti yang lerdspat di dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen India yaitu:*" "Sctiap pembeli barang atau jasa
yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya atau
setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak untuk dijusl kembali atau
lain-lain keperluan komersial,"

* AA. Tur, Convumer Protection Legislation and The The Market Place, dikumpulian oleh
Inosentines Samsul, (Jakarta: PPSHUI, 2003) hal. 408

" 1hid, bal. 14,



Untuk menciptakan kemyamanan dan keseimbangan atas hak-hak
dan kewajiban-kewnjiban yang diberikan kepada konsumen, maka
kepada para pelaku usaha juga diberikan hak-hak yaitu schbagai
berikut:

1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kescpakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2) Mendapatkan perfindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.

3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konswmen.

4) Rehabilitasi numa baik apabila tidak terbukti secara bukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Sclanjutnya kepada pelaku usaha dibcbankan pula kewajiban-
kewajiban sebagai berikut:"’

1) Beritikad baik dalam melakukan segala kegiatan usshanys,

™ india Consumer Protection Act (Act No. 68 of 1986), Pasal 2 braruf d (i) asd (i),
* Lihat Pasal 6 Undang - Undang No, 8 tahun 1999 tentang Perdindungsn Koasamen.
4 Lihat Pasal 7 Undang - Undang.No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindangan Konsuosen,
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2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif
Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang

berlaku.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman terhadap hal-hal
yang akan dibahas dalam penclitian ini, maka diberikan beberapa
pengertian sebagai berikut:

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan di dalam Pasal [ ayat (1)
memberikan batasan mengenai kesehatan yaitu : "Keschatan adalah
keadaan scjahtcra dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan diatur di dalam
Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan, menentukan
sebagai berikut: "Upaya Kesechatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan keschatan yang dilakukan oleh

pemerintah dan atau masyarakat."



Dalam pemberian pelayanan kesehatan menyangkut hubungan
antara tenaga keschatan dan konsumen jasa pelayanan keschatan.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan, tenaga kesehatan terdiri dari:

1) Tenaga Medis, meliputi dokter dan dokter gigi.

2) Tenaga Keperawatan, meliputi perawat dan bidan.

3) Tenaga Kefarmasian, meliputi apoteker, analisis farmasi, dan

asisten apoteker.

4) Tenaga Keschatan Masyarakat, meliputi epidemologi keschatan,

ctomologi keschatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh keschatan,

5) Tenaga Gizi, meliputi nutrisionis dan dietisien.

6) Tenaga Keterapian Fisik, meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan
terapis wicara,

7) Tenaga Keteknisian Medis, meliputi radiografer, radioterapis, teknis
gigi, teknis elektromedis, analisis keschatan, refraksionis optisien,
otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis."!

Di dalam pemberian pelayanan keschatan yang merupakan

hubungan antara pemberi layanan keschatan (dalam hal ini dokter)

“! Tepagn Kesshatan adalsh setiap ocang yang mengabdikan diri dalum bidang keschatan serta memiliki
pmwmmﬂnuhupadi&ndmmmunﬂjmls
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dengan konsumen jasa pelayanan keschatan (pasien schagai penerima
layanan keschotan), pencrapan hak hak konsumen jasa pelayanan
keschatan mutlak untuk dilindungi, walaupun ada berbagai macam
hambatan yang timbul dalam rangka penerapan tersebut. Untuk itu
bagaimana penerapan dan pelaksanaan perfindungan terhadap hak - hak
konsumen jasa pelayanan keschatan dalam hubungan antara dokter
dengan pasien dan implementasi UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dalam hubungan antara dokter dengan pasien
adalah fokus pembahasan yang akan penulis jabarkan pada bab-bab

selanjutnya,

E. Mctode Penclitian

Penelitian tentang perlindungan hak-hak konsumen jasa pelayanan keschatan
dalam hubungan antara dokter dengan pasien ini merupakan suatu peelitian
yuridis normatif, ymitu pendekatan yang dilskuksn dengan mengacu dan
mempelajari undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen dan
berbasis pada analisisa teshadap norma hukum, baik hukum dalam ani Kode
Etik Kedokteran (lkatan Dokter Indonesia) peraturan perundang-undangan,
mavpun hakum dalam arti putusan Konsil Kedokteran Indonesia dan putusan

Pengadilan,

tertenty memnerlukin kewenangan unbsk melskukan upsya keschatan™ Lihat Pasal | butic |,
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Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap beberapa
sumber informasi yang memahami hukum berkaitan dengan perlindungan
konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan, sebagai bahan Penulis dalam
mengajukan pertanysan berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Apaksh konsumen pengguna jasa pelayanan keschatan sudah memperolch
perlindungan dari akibat kelalaian dokter dalam menjalankan profesi
doktemya ?

2. Apakah Tenaga Medis (dokter) dalam menjalankan profesi dokternya sudah
memperoleh perlindungan hukum atas profesionalitas yang dimiliki ?

3. Apaksh penycbab terjadinya kelalaian dokter dalam memberikan
pelayanan terhadap konsumen pengguna jasa pelayanan keschatan?

4. Bagaimana pencegahan sengketa konsumen pengguna jasa pelayanan
keschatan dengan dokter dalam menjalankan profesi dokternya, agar tidak
terjedi ?

5. Bagaimana upaya hukum konsumen pengguna jasa pelayanan keschatan
yang dirugikan akibat kelalaian dokter (malpraktik) dalam menjalankan
profesi dokternya ?

Penclitian semacam ini kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian yang

bertujuan untuk menemukan masalah dan identifikasi masalah.“

Peraturan Pemerintah No. 32 Tabun 1996 tentang Temaga Keschatan,
“* Soerjono Soekanto, Merode Pemelitian Hukuw, Cet. 111 (Jakarts: Penerbit Universias Indonesia,
1986) hal. 126.
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Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penclitian ini diperolch dari dua sumber yaitu
pertama, data sekunder yang diperolch melalui studi kepustakaan melalui bahan-
bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
sekunder yaitu literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen jasa
pelayanan keschatan.

Untuk melengkapi atau mendukung data sekunder, diperfukan data primer
yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam
bidang konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cam ysitu melalui studi
kepustakean dan wawancars, Studi kepustaksan yaitu suatu cara memperoich
data melalui penclitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang ada
dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan
data melalui wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber atau pihak-

pihak terkait dengan materi yang akan dibahas atau diteliti.
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H. Analisa Data
Data hasil penclitian ini dianalisis sccara kualitatif baik terhadap data
sekunder maupun terhadap data primer yang telah dikumpulkan dan diolah guna

perumusan kesimpulan.

I. Kerangka Berpikir

Guna lebih memudahkan dan penyamaan persepsi maka esensi penulisan
keseluruhan akan digambarkan dalam bentuk kerangka berpikir yang diawali oleh
kondisi saat ini dimana fenomena kejadian malpraktik yang dilakukan oleh
tenaga medis atau dokter tidak pernah ditindak-lanjuti secars hukum. Disatu sisi
kejodian tersebut merupakan suatu musibah, yang akhirnya dianggap sebagai
sebuah takdir dari Tuban. Pada sisi lain, pemahaman hukum masyarakat yang
masih rendah terhadap kasus malpraktik, yang juga didukung oleh perilaku
dokter yang tidak memberikan informasi tentang proses penanganan keschatan
ini menjadikan pasien sebagai korban tidak dapat menuntut secara hukum,
artinya tidak mendapat ganti rugi,

Penulis berupaya untuk mensinergikan kondisi ini melalui sebuah proses
dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus malpraktik diposisikan dalam
subyek dan obyck hukum. Mengacu kepada Konsep Negara Hukum maka dalam

konteks perjanjian kontraktual antara dokter/ tenaga medis dengan masyarakat
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schagai pasien (Terapeutik) dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis
normatif.

Scjalan dengan sistem yang dianut dalam pemerintahan ncgara guna
mengantisipasi segala bentuk perselisiban hukum yang ada di dalam masyarakat,
dengan mengacu kepada nilai-nilai instrumental input diharapkan scmua
permasalahan hukum dapat disclesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Hal ini scbagai akibat dari berkembangnya masyarakat maupun
perckonomian yang semakin memerlukan hukum scbagai sarana untuk menjaga
kepentingan dari masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan sosialnya.
Adanya hukum sebagai kaedah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar
manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum®, Karena selain oleh hukum
kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral juga diatur olch
agama, kaidah susila, adat kesopanan, dan adat kebiazsaan,

Dalam tujuan pembangunan nasional dijelaskan bahwa pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD'45 dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia®, jadi dalam hal ini apabila kita kaitkan
dengan masalah konsumen dapat dijabarkan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur. Dalam pasal 33 UUD'45 dijelaskan bahwa perckonomian disusun

“ HLR. Otje Salman S, Eddy Damian (editor), 2002, * Konsep-konsep Hukum dalam Pembongunan’
Kumpulsn Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH, LLM, PL Alumni : Bandung, him 4,
“ Amicun Azis, 1994, “Lima GBHN", Sinar Grafika : Jakarta, him.12.
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scbagai ussha bersama berdasarkan asas kekeluargaan®. Dalam konteks
perjanjian teraupetik adalah proses ekonomi antara penjual jasa (dokter/ tenaga
medis) dengan pembeli/ konsumen (pasien), jadi masalah perlindungan terhadap
konsumen adalah sangat diperhatikan di sini.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hal tersebut termasuk di dalamnya adalah
perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya malpraktik yang
diakibatkan olch kelalaian penanganan medis terhadap pasien sehingga
mengakibatkan kerugian dalam bentuk cacat fisik tetap hingga meninggal dunia.

Ketentuan Kode Etik Profesi kedoktcran telah mengatur SOP (Standart
Operating Procedure) dalam kegiatan kedokteran. Oleh sebab itu, aktivitas
medis harus tercatat harus jujur, bertanggung jawab, dan tidek bertentangan
dengan hukum yang berlaku, sehingga kedua belah pihak dalam perjanjian
terapeutik secara bersama dilindungi oleh hukum.

5 Selanjusnya lihat, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1943, Pustaka Madani Press.



53

| NenAN G ERPANE

PP e 30 1904 . Tergn Fas shatnn

@lNE SITAS)

Vialda '

normatif terhadap kasus perselisihan perjanjian terapeutik. Proses ini dilandasi
olch instrumental input dan dipengaruhi oleh aspek environmental input.

Berikut ketcrangan tentang gambar kerangka berpikir pada penulisan Tesis
ini:

. Intrumental Input terdiri dari semua regulasi yang dikeluarkan olch
pemerintah berkenaan dengan fokus penulisan, diantaranya :

hlm, 33.
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a. KUHPdt, adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur
penyclesaian apabila tefjadi perselisihan antara konsumen dan produsen

b. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, mengatur tentang Hok dan
Kewnjiban Tenaga Keschatan dalam aspek hukum positif,

¢. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur
mengenai hak para konsumen yang memanfaatkan suatu produk barang/
jasa dan kewnjiban produsen dalam berusaha di Indonesia berkait dengan
hukum yang berlaku.

d. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur tentang
kewenangan profesionalitas tenaga medis (dokter) dalam melaksanakan
tugas medis/ kedokterun terhadap pasiennya.

¢. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan,
merupakan aturan pelaksanaan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Environmental input ialsh lingkungan eksternal (mis. LSM, YLKI) yang

sangat berpengaruh terhadap proses kinerja (Sinergitas) dan berperan scbagai

JSeedback control pada proses schingga akan berpengaruh pula terhadap

objective (sasaran akhir),

Sinergitas inlah proscs saling menguatkun antara input dengan constrain

(kendale/ hambatan) serta fungsi kontrol yang akan menghasilkan output
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(keluaran) sesuai kesepakatan awal secara maksimal. Proses Sinergitas pada
penelitian diuraikan schagai berikut ;

Dari uraian ini tersirat bahwa pembangunan nasional adalah untuk mencapai
kescjahtersan masyarakat yang mana Indonesia menganut konsep negara
hukum, maka supremasi hukum berada di atas segalanya. Dengan demikian
maka Rumah Sakit/ Klinik/ Tenaga Medis (dokter) sebagai institusi
pengemban fungsi pelayanan publik dibidang kesehatan akan melaksanakan
tugasnya secara profesional dan proporsional. Adanya pelanggaran hukum
dalam bentuk malpraktik akan merugikan konsumen dalam hal ini adalah
pasien (masyarakat). Di sinilah titik singgung antara institusi keschatan dalam
hal ini diwakili oleh Rumah Sakit/ Klinik Keschatan/ Tenaga Medis (dokter)
sesuai ftugasnya dengan masyarakat (scbagai pasien) yang memeriukan
perlindungan dalam hal pelayanan medis yang merugikan.

Diharapkan penyelesaian dari kasus perjanjian terapeutik ini dapat terwujud
scbuah kondisi win-win solution yaitu, di satu sisi pasien (masyarakat)
mendapatkan kepastian hukum sesuni ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, sedangkan pihak Rumah Sakit/ Klinik Kesehatan/ Tenaga Medis

(dokter) memperoleh perlindungan hukum atas profesionalitas yang dimiliki.
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J. Sistematika Penulisan,

Penulis membagi sistematika penulisan tesis ini dalam 5 (lima) bab, Dalam
Bab 1 penulis membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penclitian, kerangka teori dan konscptual, metode penelitian, dan sisternatika
penulisan.

Sclanjutnys dalam Bab Il penulis membshas mengenai perlindungan atas
hak-hak konsumen jasa pelayanan keschatan yang terdiri dari bentuk hukum
hubungan antara dokter dengan pasien, hak-hak konsumen, kewajiban tenaga
keschatan terhadap konsumen jasa pelayanan kesehatan,

Dalam Bab Il akan membahas mengenai implementasi UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks hubungan antara dokter
dengan pasien.

Dalam Bab IV penulis membahas mengenai penerspan  terhadap
perlindungan hak-hak konsumen jasa pelayanan kesehatan dalam hubungan
dokter dengan pasicn yang terdiri dari hal-hal yang dilakukan untuk menghindari
terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan juga membahas
mengenai kasus-kasus tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungan
dokter dengan pasien.

Dalam Bab V disajikan peautup berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan
saran atau rekomendasi terhadap perbaikan ke masa depan terhadap perjanjian
terapeutik.




BAB NI

BENTUK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN KONSUMEN
JASA PELAYANAN KESEHATAN

A. Hubungan Antara Dokter dengan Pasien
Dalam kaitannya dengan tugas dokter sebogai tenaga profesional, schagai
manusia bissa tidek luput dari ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang
Di lain pihak pasien semakin sadar akan hak-haknya dan perlindungan hukum atas
dirinyn, schingga permasalahan hubungan antara dokier dengan pasien menjadi
semakin kompleks.
Ads tign pandangan mengenai hubungan yang scharusnya antara dokier dan pasien,
yaita: %
1. Paternalisme
Dokter harus berperan schagai omng tua terhadsp pasien atau keluarganyn, Hal
ini dischabkan karcna dokter mempunyai pengetshuan tentang  pengobatan
sedangkan pasicn tidak mempunysi pengetahuan yang sama dengan dokter
keputusan tentong perswatan dan pengobatan pasien, termasuk informasi yang
dapat diberikan harus selurubnya berada di dalam tangan dokter.

* 1P Thiroux, Ethics, Theary and Practize, Californis;Glencoe Publisking Co.Edition, 1980,
hal. 264.
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2. Individualisme.

Pasien mempunyai hak mutiak atas tbuh dan nyawanya sendiri. Dalam
pendangan ind, segala keputusan tentang pengobutan dan perawatan pasien,  serta
pemberian informasi  keschatannya berada dalam tangan pasien, karena
pasien yang mempunyai hak atas dirinya sendiri.

3. Reciprocal atau collegial

Pasien dan keluarganya adalsh anggota inti kelompok, sedangkan dokter
bekerjasama untuk melakukan pengobatan yang terbaik bagi pasien dan
keluarganya. Dalam pandangan ini, kemampuan profesional dokter dilibat dari
segi ilmu dan keterampilannya, dan hak pasien atas tubuh dan nyawanya tidak
dilihat secara mutlak tetapi harus diberikan prioritas utama. Oleh karena itu,
keputusan yang diambil mengenai perawatan dan pengobatan harus bersifat
reciprocal (dalam hal memberi dan menerima) dan collegial (suntu pendekatan
kelompok atau tim yang sctiap anggotanya mempuryal masukan yang sams).

Hubungan antara dokter dengan pasien dapat dilihat antara lsin sebagai
berikut-*

a.  Hubungan Medik
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran,
sedangkan pasien adalah orang yang sakit yang membutuhkan bantuan
dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, Dalam
kedudukan ini, dokter adalah orang yang ahli di bidang ilmu kedokicran,

7 Wils Chandrawils, Op, eit., hal, 27



59

sedangkan pasien adalah orang yang awam mengenai penyakitnya.

Kedudukan dalam hubungan medik antara dokter dengan pasien
adalah kedudukan yang tidak seimbang, karena pasien adalsh orang yang
awam maka akan menycrahkan kepada dokter tentang penyembuhan
penyakitnya, dan pasien diharapkan patuh menjalankan semua nasihat dari

Dasar dari hubungan antara dokter dan pesien adaluh berdasackan
atas dasar kepercayasn dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya
semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya.
. Hubungan Moral

Pada sctiap hubungan antara dokter dengan pasien terjadi adanya
interaksi yaitu hubungan timbal balik dan dalam interaksi sosial itu terjadi
kontrak dan komunikasi antara pasien dan dokter, Dalam hubungan sosial
ini hanya terdapat kewajiban dokter dan kewajiban pasien.
Hubungan Hukum

Di dalam hubungan hukum sclalu menimbulkan adanya hak dan
kewajiban yang timbal balik. Hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak
pasien menjadi kewajiban dokter, hal ini menempatkan keduanya dalam
kedudukan yang sama dan sederajat.

Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dimana dokter

scbagai pemberi jasa pelayanan keschatan dan pasien adalah penerima



jasa pelayanan kesehatan. Seperti halnya hubungan pemberisn jasa, mika
terdapat hak dan kewajiban pemberi jasa yang menjadi hak dan kewajiban
yang timbal halik dari pencrima jasa.

Hubungan hukum amara dokter dengan pasien dikenal scbagai
perikatan (verbinteris). Dasar dari perikatan antara dokter dengan pasien
biasanya terbentuk dari perjanjian tetapi dapat pula terbentuk dari
undang-undang. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasicn,
akan selslu menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedun pihak.

Hubungan antara pemberi jasa pelayanan keschatan (dokter) dengan
peneﬁmnjasapehymankwhun(ysien)beuwﬂdaﬁpohmw
vertikal yang bertolak dari prinsip father knows best dan melahirkan
hubungan yang paternalistik antara dokter dengan pasien.

Kedudukan atau posisi dokter dengan pasien tiduk sedersjat, karenn dokter
mengetahui tentang scgala sesuatn yang berkaitan dengan penyakit,
sedangkan pasien tidsk twhu apa-apa tentang penyakitnya, apalagi
mengenai bagaimana peayembuhannya. Dalam hubungan yang patemalistik ini

Dokter berdasarkan prinsip father knows best dalam hubungan
patemnalistik ini skah mengupayakan untuk bertindak dan mengupayakan
llnultsecmwmndanhui-hnﬁmuaidampmwdmdm
keterampilan yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman untuk
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kesembuhan pasicn. Dalam mengupayakan kesembuhan pasicn, dokter
berlandaskan pada nomma etk yang mengikatnya berdasarkan pada
kepercayaan pasicn yang datang kepadanya.

Partenalisme diartikan sebagai tindakan tertentu dari dokter dalam
mengambil alih tanggung jawab pasien tanpa diminta, karena dalam
kenyataannya pasien itu tidak mampu menggunakan hak-haknya, yaitu
khususayn hak untuk mengambil keputusan dalam menentukan nasibnya
sendiri,

Hubungan ini melahirkan aspck hukum inspanningsverbintenis yang
merupakan hubungan hukum antara dua subyek hukum yaitu dokter dan
pasicn, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
bersanghkutan. Hubungan hukum ini tidek menjanjikan sesuntu kesembuhan atay
kematian, karena obyek dari hubungan hukum ini adalah berupa upaya
maksimal yang dilakukan sccara hati-hati dan cermat oleh dokter
berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan
pesien.

Dampak positif dari pola hubungan vertikal yang melahirkan konsep
hubungan paternalistik ini sangat membantu pasien, dalam hal pasien
awam terhadap penyakitnya. Dampak negatif, apabila tindakan dokier
yang berupa langkah-langkah dalam mengupayskan penyembuhan pasien
merupakan tindakan- tindakan pasien yang membatasi otonomi pasien dan



Dalam hubungan vertikal patemalistik hak pasien untuk menyampaikan
pendapatnya melalui komunikasi dengan dokter tidak dimanfaatkan secara
optimal, hubungan yang demikian dikenal sebagai activity-passivity
relationship yaitu bahwa antara pasien dengan dokter tidak terdapat
adanya interaksi komunikasi karena pasien tidak mampu memberikan
kontribusi aktivitas pendapatnya dan oleh karena itu pasien menyeruhkan
sepenuhnya kepada dokter yang pasien tahu dan percayn.

Hak-hak pasien dalam hubungannya dengan dokter dalam hubungan yang

bersifit paternalistik meliputi :**

L
2,

8.
9.

Hak atas informasi,

Hak untuk memberikan persetujuan untuk dilakuksnnya tindakan medis
fertentu.

Hak untuk memilih dokter.

Hak untuk memilih sarana keschatan,

Hak atas rahasia medik.

Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan.

Hak untuk menolak tindakan medis tertentu.

Hak untuk menghentikan pengobatan atau perawatan,

Hak untuk mendapatkan pendapat kedua (second opinion).

10. Hak untuk medibat rekam medis.

“ Hermien Hadiati Koeswadjl, Op cir., hal. 48
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Perubahan hubungan antara dokter dengan pasien itu pada dasamya
dischabkan karena adanya 3 (tiga) faktor dominan, yaitu:"”

1.  Meningkatnya jumiah permintaan atas pelayanan kesehatan,

2. Berubahnya pola penyakit di zaman modem ini banyak terjadi berbagai macam
penyakit seperti penyakit jantung koroner, kanker, hipertensi, dan kain schagainya.

3. Teknologi medik, dengan adanya mesin-mesin atau peralatan dalam pelayanan
keschatan akan memudahkan, mempercepat dan sedini mungkin dapat
mengetahui apa yang dibutubkan oleh para pasien.

Keadaan-keadaon ini telah membawa perubahan pola pikir hubungan vertikal
antara dokter dengan pasien ke arah hubungan horizontal kontraktual. Pasien dalam
hubungan ini mendatangi dokter karena ia sudsh mengetahui bahwa dirinya sakit, dan
dokterlah yang akan mampu menyembuhksn penyakitnya. Pasien manganggap
mmmmmmm.mmmmm

Persamaan antara hubungan vertikal patemalistik dengan hubungan horizontal
kontraktual adalah bahwa keduanya merupakan pola perilaku hubungin antara dokter
schagai pemberi jasa pelayanan keschatan dengan pasien schagai penerima jasa
pelayanan kesehatan. Dan keduanya melahirkan hak dan kewajiban bagi masing -
masing pihak. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam hubungan vertikal
posisi atau kedudukan antara pasien dengan dokter tidak sederajat, sedangkan dalam
hubungan horizontal posisi atau kedudukan pasien dengan dokter adalah sederajat

Dalam hubungan horizontal kontraktual posisi atau kedudukan pasien dan

* Ibid, hal, 68




dokter berada dalam posisi atau kedudukan yang sama dan sedernjat. Hubungan
wmuyimmhubmdimmmpﬂﬁmmmw
dapat tegjadi karena para pihak cakap untuk berbuat atau tidak berbuat, karena
masing-masing pihak mempunysi pengetshuan tentang  penyakit dan  cam
anwmmﬁwumm
peganjian,
dqnlujadidmpu’mdahnhamwmmpasims&&mmmni
Wsﬂﬁmwjuddahnpuhnmammmnﬂmhidm
WW.MMHMWMWMM
mmmﬁmmnﬁmduﬁumm
pihak dalam suatu perjanjian, dimana segala sesuatu dikomunikasikan antara
kedua belah pihak. Olch karena itu, apabila pasien sudah memutuskan untuk
memilih dan mengambil salah satu alternatif terapi yang telah dilskukan bersama,
maka dokter tidak dapat dipersalahkan sccara sepihak oleh pasien. Keputusan pasien
tersebut dituangkan dalam persetujuan tindakan medis tertentu (infGrmed consens),
pexda dasamya disebabkan karena adanya perbedaan.




B. Transaksi Terapeutik dan Informed Consent dalam Hubungan antara Dokter
dengan Pasien

1. Trunsaksi Terapeutik dalam hubungan antam dokter dengan pasien

Secjok permulaan scjamh umat mamsia, sudah dikenal adanya hubungan
kepercayaan antara sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modem
hubungan itu disebut scbagai hubungan (transaksi) terapeutik (penyembuhan)
antara dokter dengyn pasien, yang dilakukan atas dasar saling percaya mempercayai,

Hubungan dokter dengan pasien dilihat dari aspek hukum, adalah
hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum, maka terdapat hak dan
kewsjiban yang timbal balik, di mana hak dokter menjadi kewsjiban pasien den
bk pasien menjadi kewajiban dokter.

Pada umumnya proses terjadinya pelsyanan medik itu diawali dengan
kepum.m'| pasien dan atau keluarganya untuk mengunjungi scorang dokter
dengan tujuan untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk diminta
pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya, Langkah utama yang
akan dilakukan oleh dokter adalah mendapatkan informasi tentang diri pasien
scbelum dilakukan wawancara pengobatan, Pada umumnya pendataasn ini
telah dilakukan olch perawal sebelum pasien masuk ke dalam kamar periksa,

Sclanjutnya, dokter akan menyusun anamnesa yang merupakan dasar yang
terpenting dalam diagnosa, sebab dari hasil diagnosa inilah dapat dipatuskan
cara tindakan medik yang perlu dilakukan scbaik - baiknya untuk kepentingan
pasien.



Pada saat dokter melakukan penerimaan inilah yang merupakan saat terjadinya
transaksi terapeutik.

Menurut hukum, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan suatu
perjanjian yang obycknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan,

Seperti penulis kemukakan di bab terdahulu, hubungan pasien dengan
dokter, menurut Komobwati, hubungan terapeutik (penyembuhan) antara
dokter dengan pasien tersebut mempunyai obyek berupa upaya penyembuhan
atau upaya perawatan. Istilah terapeutik berasal dari istilah asing therapy
yang berasal dari bahasa Yunani therapeis yang berarti penyembuhan.
schagai memberikan obat *

Pejanjian ferapewtik aton trnsoksi fergpentit . menunat Esfandyanie,  adalah
perjanjian antara dokter dan pesien yang memberikan kewenangsn kepads dokder untuk
melalukan kegiatan memberikan pelayanan keschatan kepads  pasien berdasarkan
keshlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebu *!

Didesarkan pads Mukadimsh Kode Etk Kedokternn Indonesia yang
dilampirkan dalam Keputusan Menteri Keschatan RI No. 434MENKES/X/1983
tentang Berlakunya Kode Etik Kedokieran Indonesia Bagi Para Dokter di
Indonesia, yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antars

* 1. Vieronica Komalawstl, be.ck, hal 23
3 Ansy Isfandyarie, Tamggung Jowab Hukum dan Sanksi Bagi Dokzer, Buku I, (Jakarts: Prestasi
Pustaka Publisher, 2006, hal, 57
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dokier dan penderita yang dilakukan dalam susana saling percaya, serts
senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhenwatinan mekhiuk insani

Duwi hubungan hukum dalam trnsaksi fergpenik tersebag, timbullah bl don
kewsjiban masing-massing pihak, pasien mempunyai hak dan kewsjibannya, demikian
juga schaliknya dengan dokter. Karers transaksi derapensik menupukan pejanjian, maka
menunit Koensswati, terhackap transskesi terapesik. juga bertsku ukum perikatan yang
dintur dalen bk 1l KUHP Perdiata, sebagaimana discbutkan di dakem pesal 1319
KUHPerdata yong berbunyl, serun pegjangion, beik yang mempunyai suatu nams
Khesuzs, maupun yang ticesk terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peratiran
wmum, yang termist dsben Bab ini dan Bab yang laiu ¥

Dilihet dari hubungen hukumnya antara dokier dengan pasien dikenal adanya
saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanskan pengobatan bagi
pasien, maka terbentuklsh apa yang dikenal dengan perikatan (verbintenis).
tormuat dalam pasal 1320 KUHPerdsts, yang mengandung azas pokok hukum
kepads omng lnin afau ontm dua oang it saling  begmji  uneuk

2
Op.cit, el W1,

¥ D. Vercnica Komalawati, Peranan Informed Corsert Dafam Transaksi Terapeutit: Persetujuon
Dalam Hubungan Doktvr dan Pacien, Suatw Tinjawan Yuridix (Bandung: Penerdit Citra Aditya
Bakil, 2002, hal. 139




melaksanakan sesuaty hal.*

Dasar dari perikatan antara dokter dengan pasien biasanya adalah berupa
pedjanjian atau kontrak, schingga dikenal istilah perjanjian atau kontrak
terapeutik. Para pihak yaitu dokter dan pasien bebas (asas kebcbasan
berkontrak) untuk menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati bersama,
dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan
dan ketertiban. Pada pelaksanaan perjanjian atau kontrak terapeutik antara

dokter dengan pasien, dokter tidak menjanjikan kesembuhan dari pasien, tetapi

pasal 1320 KUH Perdata adalsh;

a  Adanya kesepakatan dari mercka yang saling mengikatian dirinya.

b. mmwmmmmwm

¢ Mengenai suatu hal terientu

4 Untuk sustu seheb yang halal/ diperbolchian.
wnmzmmwmmMme

mmmwmmwﬂ&wmmm

membuat susty perikatan.
MMWKWMMMWMmM

3 R_ Subekti, dan R. Tjitrasudibio, Kirab Undang-Undang Hukum Perdata, cetskan ke-26, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1996, hal. 74



mmmmwm@mmmzm%kdm

Undang-Undang.

a  Ingxovingverbinenis, yaitu peanjian upayn artinya kedua beleh pihak berjanji
mwmmmmmmmmm
fiperionyd

b Resulaatverbintenis, yaity sustu perjanjian yang skan memberikan resultaat atau

Pejanjian  ferapeutik sty tmnsaksi  terapeutk  termasuk  dalam
kescmbuhan kepada pasien, yang dilakuken dokter adalsh melskukan pelayanan
keschatan schagai  upaya untuk menyembuhkan pesien dengan berpedoman kepada
standar profesi.

Untuk keabsshan kescpakatan pama pihak yang mengikatken dirinys, maka
kesepakatan ini harus memenuhi kriteria pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, tiada
scpakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolchnya
dengan paksaan ateu penipuan.”

Pada sast dokter dan pasien mengadakan hubungan hukum, bentuknya
adalah suatu perikatan yang dapat lahir dari perjanjian atau lahir dari undang -

* Bader Johan Nasution, Hukum Kesehatan: Pertonggungjowaban Dokter, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2008, hal. 12,
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undang. Pada umumnya perikatan yang timbul antara doker dengan pasien
lebih banyak berdasarkan pada perjanjian. Pada perikatan terscbut terdapat kata
sepakat dani para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam
bidang jesa yaitu jasa pelayanan keschatan dan obyck dari perikatan adalsh
pelayanan keschatan,

Hubungan antara dokter dengan pasien berada di dalam bidang hukum
perikatan, Terdapt dus  macam perikaten  yaitu  perikatan  ikhtiar
(inspanningsverbintenis) dan perikatan hasil (resultaatsverbintenis). Pada jenis
Nﬂmhﬂ(mdm«mbww}mm”mmhsﬂ
tertentu. Sedangkan pada jenis perikatan ikhtiar (inspanningsverbintenis) adalah
mmwmddmdmmm%ﬁhmmmdmmwm
biasanya berbentuk perikatan ikhtiar, jarang sekali berbentuk perikatan hasil,
dalam arti dokter tidak diminta untuk memberikan peestasi berupa hasil
fertentu, tetapi dokter memberikan prestasi berupa upaya semaksimal mungkin *

Mmmmmmmmm)imm
inspanningsverbintenis, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-
hﬁdﬂlumhakcmkmpmnyabcmpnmupuya,mhbasﬂm
jelas belum pasti.” Akibatnya, apabila upeya tersebut gagal, dalam arti pasien tidak
menjadi sembuh atau behkan meninggal, hal ini merupakan resiko yang harus
dipikul beik oleh dokter maupun oleh pasien.

* Wila Chandrawila 5., Huskum Kedkteran. (Bandusg: Mandae Maju, 2001), hal. 41
7 D. Veronica Komalawsti, Op. Cit,, hal. 84
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Terhadap perjanjian terapeutik (penyembuhan) berdaku ketentuan-ketentuan
umum hukum perikatan scbagaimana perikatan pada umumnya, yang diatur di
dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai suatu
perikatan, maka di dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu dokter
schagai pemberi pelayanan medis (keschatan) dan pasien sebagai penerima
pelayanan medis (kesehatan). Perjanjian terapeutik antara dokter dengan
pasien ini merupakan perikatan timbal balik, dimana hak-hak pasien di satu
pihak dan pada pihak lain merupakan kewajiban-kewajiban dari dokter, dan
demikian pula schalikny

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
ditegaskan bahwa tenaga kesehatan (termasuk dokter) dalam melaksanakan
tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi (pedoman dokter untuk
menjalankan profesinya dengan baik) dan menghormati hak - hak pasien, dalam
hal ini pasien juga turut berperan serta dalam terjadinya transakasi terapeutik,
sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 13 ayat (1) Permenkes Nomor
1419MenkesPer/X/2005 bahwa Dokter dan Dokter Gisi dalam melaksanakan
pasien dalam upaya pemeliharaan keschatan, pencegshan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan keschatan,

Hal terpenting agar perjanjian antara dokter dengan pasien mempunyai



kekuatan mengikat adslsh dengan harus dipenubings syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang - undang untuk sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab
Undang - Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu
perjanjian. Syarat pertama dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah mensyaratkan adanya sepakat para pihak yang mengikatkan diri
yaitu antara dokter schagai pemberi pelayanan medik profesional dan pasien
schagai penerima pelsyanan medik. Yang dimaksud dengan sepakat para pihak
dalam pekerjaan jasa pelayanan kesehatan adalah persctujuan (consent) dari dokter
untuk melakukan tindskan medik atas persetujuan dari pasien untuk dilakukan
tindakan medik atas dirinya** Conseny yang diberikan pasien adalah syarat agar
perjanjian pelaksanaan jasa pelayanan medik menjadi sah menurut hukum dan
memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medik. Apabila tidak
dapat dibatalkan.
dokter untuk melakukan upaya medis dan hak pasicn atas upaya medis tersebut;
kewajiban pasien untuk membayar honorarium kepada dokter atas upaya medis
yang telah dilakukannya dan hak dokter atas pembayaran tersebut.

Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dengan
pasien maka dalam hal ini berlaku beberapa asas hukum yang mendasari yaitu
schagai berikut:

* Ibid, hal. 60
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2  Ass Lepalitas

Di dalam UU No. 23 tshun 1992 tentang Keschatan asas ini terdapat
di dalam Pasal S0 dimana dikatakan bahwa tenaga keschatan bertugns
memyekngparakan 2w mekskukon kegiatan keschatan seswai dengan bidang
keahlian dan atan kewenangan temaga keschatan yang bersangkutan.
Pelayanan medik hanya dapet terselenggara apabila tenaga keschatan yang
bersangkutan telsh memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur & dalam
perisurn perundang -undangn.

Kemudian didasarkan pada Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992
tentang Kesehatan, maka sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta harus tetap memperhatikan golongan masyarakad
yang tidak atau kurang mampu dan tidak semata - mata mencani keuntungan

Undang-Undang No. 23 tabun 1992 ftentang Kesehatan juga
mencgaskan di dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa bagi tenaga keschatan
termasuk dokter yang melaksanakan tugasnya sesusi dengan profesina
mendapetian perfindungan hukurm.

b. Asas Keseimbangan.

Di dalam Pasal 2 huruf ¢ UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
terkandung asas perikehidupan dalam kescimbengan. Penyelenggaman
dan masyarskat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual.
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Keseimbangan di dalam pelayanan medik dapat diartikan  scbogai
keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat
dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medik yang dilakukan,

Asas Tepat Waktu,

Asas ini sangat diperlukan karena akibat dari kelalaian memberikan
pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian
pada pasien. Pasal 55 UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan ditegaskan
bahwa sctiap orang berhak atas ganti kerugian akibat kesalshan atau
kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Suatu tindakan yang harus
segera dilakukan dalam rangka pelayanan medik, demi kepentingan pasien
Asas ltikad Baik.

Dihubungkan dengan pelayanan medik, dokter yang memiliki keahlian dan
keterampilan di bidang ilmu kedokteran yang tidak dimiliki olch pasien, maka
pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolong dirinya.
Didasarkan oleh itikad baik dokter, maka dokter berkewajiban memberikan
pertolongan profesional kepada pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat
(2) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan.

Asas Kejujuran.

Pasal 53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan ditegaskan

bahwa kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak-
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hak pasien.

Didasarkan pada asas ini, dokter berkewajiban untuk memberikan
pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien, yaitu sesuai dengan
standar profesinya. Asas ini juga menjadi dasar untuk penyampaian
informasi yang benar, baik oleh pasicn ataupun dokter dalam berkomunikasi.
Asns Kehati - hatian,

Asas ini tersirat di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang -Undang No 23
tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu bahwa dokter bertanggung jawab atas
kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya. Jika scorang dokter
melakukan kesalshan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya tanpa
mematuhi standar profesi dan informed consent, yang dapat menimbulkan
kerugian pada pasien, maka pasien yang bersangkutan berhak atas
53 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan.

Asas Keterbukaan,

Pelayanan medik merupakan salah satu upaya keschatan yang hans
dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan hanya dapat tercapai
apabila ada kerjasama antara dokter dengan pasien didasarkan pada sikap
saling percaya. Dalam komunikasi secara terbuka inilah akan diperoleh
penjelasan atau informasi dari dokter mengenai penyakit pasien.

Pelaksanaan profesi medik yang berupa upaya penyembuhan oleh dokter



76

terhadap pasien dalam prinsip transaksi terapeutik melalui beberapa tahap
yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh dokter. Diawali
dengan diagnosis, perawatan, pengobatan, pelayanan untuk sampai pada tahap
pembiayaannya. Langkah-langkah tshapan upaya penyembuhan pasien
olch dokter didasarkan pada hak atas perawatan keschatan yang sifatnya
sosial dan hak atas informusi serta hak untuk menentukan nasib sendiri.*
Dalam hal pasicn telsh memilih salah satu terapi dalam mengupayakan
kesembuhannya, tahap berikutnya adalah pasien menyetujui terhadap terapi
yang berupa tindaken medis tertentu yang dikenal dengan informed
consent,
Obyek dari transaksi terapeutik adalsh berupa upaya medik professional

schagai berikut 27

a  Untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit.

Pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberikan bentuan
medik yang dibatasi oleh kriteria memiliki kemampuan  untuk
menyembuhkan dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit
yang bersangkutan. Hal ini ditcgaskan di dalam Pasal 50 UU No. 23 tahun
1992 tentang Kesehatan."'

:uamienmdul Koeswadji, Huwkum Kedokteron, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1598), hal. 74,
D. Veronica Koenalawati, O Cit_hal. 134
! Tenaga Keschatan dalam menjatankan profesinya bertugas menyelenggarakan stau melskukan
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Untuk menjamin tersclenggaranya kegiatan tersebut, maka sctiop tenaga
keschatan termasuk dokter berhak memperoleh perlindungan  hukum,
sepanjang kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan standar profesi dan
tidak melanggar hak - hak pasiennya.

Oleh karena pasien sendiri yang mengetahui adanya gangguan
ketidakseimbangan pada keschatannya, dan dokter hanya menerima
sebagian tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan keschatannya,
maka di samping dokter berkewnjiban untuk memberikan informasi dari
pasicn mengenai keluhan-keluhannya agar tindekan medik yang
dilakaukannya dapat mencapei hasil yang sebask-baiknya.

Sclanjutnya, dokter juga dapat melakukan tindakan pencegahan
(preventif), misalnya dengan memberikan saran temtang cara hidup
sclanjutnya guna pencegahan akibat dari suatu penyakit

b. Untuk meringankan penderitaan.

Olech karena tindakan medik yang dilakukan dalam penyembuhan
penyakit dan pemulihan keschatan pasien harus secara nyata ditujukan untuk
metode  diaghostik atau terpeutik yang  Iebih menyakitkan seharusnya
dihindarkan.

kegistn keschutn sesmi dengan bidang keahfian don ssau keweranganeya ® Likat Pesal 50 Undag -Undang
No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
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Dengan demikian secora yuridis, apabila dokter tidak memenuhi
kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang meringankan atou mengurangi
perasaan sakit, schingga menimbulkan kerugian baik fisik ataupun non fisik
pada pasien, maka dokter yang bersangkutan dapat dituntut penggantian
kerugian (Pasal 55 UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan).

¢, Untuk mendampingi pasien.

kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Hukum mewajibkan dokter selaku

profesional untuk melakukan, baik kegiatan pemberian perfolongan maupun

kegintan secara teknis medik sesuai dengan waktu bekerja yang disedinkan

(penyembuhan) diperfukan adanya kerja sama yang baik antara dokter dengan

pasien agar penyembudian berbasil sebaik mungkin.

2. Informed Consens dalam Hubungan Antara Dokter dengan Pasien.

Pengertian transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien sering dicampur
adukan dengan pengertian informed consent. Transaksi terapeutik merupakan
perjanjian (konérak) schagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1320 Kitab
Undang - Undang Hukum Perdsta mengenai syarat sahnya perjanjian.
Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan,
Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal | Permenkes No. 585 tahun 1989



tentang  Persctujuan Tindakan Medik (informed consent) yang berbunyi,
persetujuan tindakan medik atau informde consent adalah persctujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Jadi, informed consent adalah suatu kesepakatan atau persctujuan pasien
atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap diri pasien,
setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang
dapatdihkukanmukmwbngtﬁﬁpuiu;dwmfoﬂmlmemﬁﬂsah
resiko yang mungkin terjadi 2

Peraturan khusus mengensi informed consen/” terdapat di dalam
Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Menunut
Permenkes No. 585 tahun 1989, consent yang diberikan oleh pasien harus
berdasarkan atas informasi yang diterima oleh pasien mengenai beberapa hal
yang menyangkul tindakan medis dan informasi yang diberikan oleh dokter harus
dimengerti olch pasien. Secara eksplisit dakam pasal 17 dinyatakan sebagni berikut;
a  Dokler atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasen kepada pasicn

tentang tindakan kedokieran yang akan dilakukan.
b. Tindskan kedokieran schoguimana dimaksud ayat (1) harus mendapat

 Ibid, hal, 86,
“ *Informsed Consent adalsh persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar

penjelasan mengenal tinddon medk yang skan diliokan terhadap pasion tersebue ™ Lihat Prsal | (3) Bab |
Ketentoan Umum Peraturan Menteri Kesehatan No. 535 tabun 1989,




persetujuan pasien,
¢ Pemberian penjelasoin dan persctujuan schagaimana dimaksud ayst (1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuni ketentuan perundang-undangan.

Bentuk tertulis dari informed comsent antara lain Surat Pernyataan
Anesiesi, Surat Persetujuan Dirawat di Unit Khusus, Surat Pemyutsan Penolakan,
dan kain - lain,

Dalam hal pasien menolak memberikan persctujuan tindakan medik, maka
dokter harus menghormati hak pasien untuk menentukan diri sendiri, dalam arti
dokter tidak boleh memaksa pasien agar dilakukan tindakan medik.
bukan syarat sahnya suatu perjunjian. Di dalam transaksi terapeutik yang terpenting
adalah syarat tejadinya, hal ini berarti bahwa transsksi terapeutik merupekan
petjanjian yang bersifat konsensuil,

Dalam informed consent terdapal pengecualian yaitu dalam hal pasien
belum cukup umur, karena usia lanjut, atau terganggu jiwanya, serta pasien
yang dalam keadaan tidak sadar.

Perjanjian terapeutik (transaksi terapeutik) bertumpu peda 2 (dua) hak asasi
pesien, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (the right fo determination) dan
hak untuk mendapatkan informasi (the right to informarion)?™ Didasarkan pada
kedua hak terschut, maka dalam menentukan tindakan medik yang akan

* D, Veronica Komakawati, Op.cit,, hal. 149




dilakukan oleh dokter techadap pasien, harus ada informed consent (Persetujuan

Tindakan Medik), Informed consem dilandasi oleh prinsip moral dan ctik serta

otonomi pasien, Prinsip ini mengandung dua hal penting, yaitu :

a Setiap orang mempunyai hak untuk memutus secar bebes apa yang dipilihnya
berdasarkan pemahaman yang memadai,

b Keputusan terscbut harus dibust dalam keadaon yang memungkinkan ia
membuat pilihan tanpa adanya campur tangan atsu peksaon dari pihak lain
Permenkes No. 585 tahun 1989 mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan informed consers, antars lain:

& Kewsjiban tenaga keschatan memberikan informasi baik diminta maupun
tidak diminta (Pasal 4 aynt (1)); diberikan secara akurat tentang perfunya
tindakan medik dan resiko yang dapat ditimbulkannya (Pasal 2 ayat (3));
diberikan secara lisan (Pasal § ayat (2)); cara penyampaian informasi
harus discsuaikan dengan kondisi dan situasi pasicn (Pasal 2 ayat (4)), dalam
arti dokter harus memberikan informast selengkap - lengkapoya kecuali dokter
menilai bahwa informasi yang akan diberikan merugikan pasien atau pasien
menolak menerima informasi (Pasai 4 ayat (2)); informasi dengan
persetujuan pasien dapat diteruskan kepada keluarga terdekat dari pesien dan
didampingi oleh seorang perawat (Pasal 4 ayat (3)).

b. Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan
medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik (Pasal 5



ayat (1)): informasi cukup diberikan sccara lisan (Pasad § ayat (2)); informasi
harus diberikan sccara jujur dan benar kecuali dokter menilai akan merugikan
pasien (Pasal 5 ayat (3)) dan informasi tersebut dengan persctujuan pasien akan
diberikan kepada keluanga pasien (Pasal 5 ayst (4))

Pemberi informasi adalah dokter yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (2)),
dalam hal berhalangan dspat diberikan kepada dokter lain dengan
scpengetahuan dan tanggung jawab dari dokter yang bersangkutan (Pasal 6
ayat (2)); dibedakan antara tindakan operasi dan bukan operesi, untuk
tindakan operasi harus dokter yang memberikan informasi (Pasal 6 ayat
(1)), untuk bukan tindakan operasi sehaiknyn oleh dokter yang
bersangkutan, tetapi dapat juga oleh perawat (Pasal 6 ayat (3)).

. Jika perluasan operasi dapat diprediksi, maka informasi harus diberikan
sebelumnya (Pasal 7 ayat (1), dalam hal tidak dapat dipeediksi
sebelumnya, maka demi menyelamatkan jiwa pasien dapat dilaksanakan
tindakan medik (Pasal 7 ayat (2)) dan setelah dilaksanakan tindakan dokter
yang bersangkutan harus memberitshukan kepada pesicn atau keharganya
(Pasal 7 ayat (3)).

. Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadsp pasien harus
mendapatkan persefujuan, dan persctujuan dapat diberikan secara tertulis
maupun secara lisan (Pasal 2 ayat (2)), tetapi tindakan medsk yang mengandung
resiko tinggi harus dibuat persetujuan secara tertulis dan ditandatangani
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oleh yang berhak memberikan persetujuan (Pasal 3 ayat (1)),

f. Yang berhak memberikan persetujuan adalah mercka yang dalam keadaon
sadar dan sehat mental (Pasal 8 ayat (1)), telah berumur 21 tahun atau telzh
menikah (Pasal 8 ayat (2)); bagi mereka yang telah berusia lebih dari 21
tahun tetapi di bawah pengampuan maka persctujuan diberikan oleh wali
atzu pengampu (Pasal 9 ayat (1)); bagi mercka yang di bawah umur
(belum 21 tahu dan belum meniksh) diberikan olch orang tua/walikeluarga
terdekat (Pasal 10),

g. Bagi pasicn yang dalam keadaan tidak sadar otau pingsan dan tidak
didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik memerlukan tindakan
segera, tidak diperukan persetujuan (Pasal 11).

h Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan informasi dan persetujuan adalah dokter
(Pasal 12 ayat (1)) dalam hal dilaksanakan di rumah sakit atau klinik, maka
rumah sakit atau klinik tersebut ikut bertanggung jawab (Pasal 12 syat (2)).

i. Terhadap dokter yang mclaksanakon tindokan medik tanpa persetujuan
mmmmmmﬁmmm
Dalam informed consent dokter dapat bertindak melebihi yang telah

disepakati hanya apabila dalam keadaan gawat darurat dan keadaan terscbut

membutuhkan waktu yang singkat untuk mengatasinya.
Informed consent menunjuk pada suatu proses di mana pasien memberikan
persetujuannya secara formal untuk menjalani prosedur percobaan medis yang



dilskukan secara profesional. Jnfrmed consent dilihat dori aspek hukum

bukanlah scbagai perjanjian antara kedua belah pihak, melainkan lebih ke arah

persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan olch pihak lain. Pada

hakikatnya, informed consent mengandung 2 (dua) unsur esensial, yaitu;

& Informasi yang diberikan oleh dokier.

b. Persetujuan yang diberikan oleh pasien.*’
Persetujuan  yang diberikan oleh pasion terschut memedukan beberapa

masukan scbagai berikut:

a  Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang skan digunakan dalam tindaken
medis tertentu yang diusulkan olch dokter serta tujuan yang ingin dicapai.

b. Deskripsi mengenai cfck-efek sampingan serta akibet-akibat yang tidak

¢. Deskripsi mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat disntisipasi begi
pasien.

d. Penjelasan mengenai perkiraan lamanya prosedur berlangsung.

e. Penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuannya tanpa
adanya prasangka buruk mengenai hubungannya dengan dokier.

f Prognosis mengenai kondisi medis pasien jika ia  menolak
tindakan medis tertentu terscbut *

“ Hermien Hadiati Koeswadji, Op.cir, hel, 74

“ Nili Tabak, Informed Corsent: The Nurse's Dilemma. Joumal of Medicine an Law, (Isracl:
International Center for Health, Law and Medicine, University of Haifa Law Faculty, 1996),
hal. 716



Antara persetujuan tindakin medik dengan standar pelaksansan profesi medis
mempunyai kaitan yang emt, karena keduanya merupakan kewajiban dokier
terhadap pasien di satu pihak, dan di lain pihak merupakan hak pasien dalam
hubungannya dengan dokter.”” Standar Pelayanan Medik ini distur di dalam SK
Menkes RI No. 595/Menkes/SK/VTI/1993 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di
setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis scsuni
dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku.

Sclain itu pasien juga mempunyai keluhan tentang proses infrmed consent
adalah schagni berikat
. Bahasa yang digunaken untuk menjelaskan terialu teknis.

b. Perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian, atau tidak
ada waktu untuk Tanya jawah,

¢. Pasien sedang stress dan emosional schingga tidak mampu mencema informasi
yang diberikan oleh dokter,

d. Pasien dalam keadann tidak sadar atan mengantuk setelah diberikan obet bius.

Schaliknya dokter juga mempunyai keluhan mengeni informed consent ini,
yaite
a  Pasien tidak mau diberitahu.

b. Pasicn tidak mampu untuk memahami.
¢, Resiko terlalu umum atau terdalu jarang terjadi,

“ Robert Imam Sutedis, wawancars dengan penalis, Rumsh Sakit Sumber Waras Jakara,
Kompartemen Umum Persatain Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 14 Januari 2004,
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d. Situasi gawat darurat atau waktu yang terlalu sempit ™

Konstruksi hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada awalnya
bermula dari hubungan kepercayaan, namun dalam perkembangannya
hubungan antara dokter dengan pasicn mencakup tahapan-tahapan proses dalam
mengupayakan pelayanan medik, Tahapan-tshapan dalam proses yang harus
dilddsd:dunﬁdnhnnwdisumalﬂmlmohhdohumﬂhhm
terapi yang telah dipilih olch pasicn dan disepakati bersama oleh dokter dan
pasien, hal ini merupakin prosss dalam upaya pelayanan medik untuk kesembubsen
pasien,

Tahapan proses upaya pelayanan keschatan untuk kesembuhan pasien
berawal dari tahap cksplorasi, anamnesa pemeriksaan, informasi  hasil
mmmmuwmwrw.m
pada kesepakatan dalam menentukan pilihan terapi yang paling tepat untuk
menyembuhkan pasien. Sclama proses tersebut telah terjadi komunikasi antara
dokter dengan pasien yang didasarkan pada asas moral dan ctik, baik pasien
maupun dokter.”  Kejujuran pasien dalam mengemukakan keluhan penyakit
yang dideritanya akan sangat membantu dokier dalam upaya menyembuhkan
pasicn. i lain pihak dokter berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan
pengalamannya mengupayakan sccara hati-hati  dan  cermat  dalam

menyembuhkan pasien dan mendampingi pesien untuk sampai  pada

= Ibid,

** Hermin Hadiati Koeswadji, Op.cit, hal. 145
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pengambilan keputusan dalam pilihan terapi yang paling tepat bagi pasien.
Apapun pilihan yang telah dismbil merupakan langkah yang telah disepakati
hersama antara dokter dengan pesien herdasarkan kewenangan pasien.”

C. Hak dan Kewajiban Pasien
Di Indonesia, ussha untuk memberikan pelayanan keschatan yang memadai
yaitu memenuhi standar pelayanan kesehatan telah diusahakan dan tertera dalam
kebijaksanaan pemerintah yang intinya mengusahakan pembangunan keschatan
agar terwujud dersjat keschatan yang optimal yang dituangkan di dalam UU No. 23
tahun 1992 tentang Keschatan, "Pembangunan kesehatan diarshkan untuk mempertinggi
derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia Indonesia dan sehagai modal bagi pelaksansan pembangunan nasional yang
pada hakekamya adalsh pembengunan manusia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnyn.”

Di Indonesia, kebutuhan akan perfindungan atas hak-hak pasien terasa semakin
meningkat, misalnya apabila pasien mau dioperasi, maka pasien teu keluarganya
berhak untuk menanyakan kepada dokter mengenai apa saja hak-hak yang dimiliki
pelayanan kesehatan, schingga dalam Paragraf 7, Pasal 52 Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pasien dalam

™ Pikabian dengm hek pasion yaitu heik urtidk meneriukan rash sendii yang didwsarian pada hak. umdk memperokh
e



menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

Mendapatkan penjelasan sccara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
Meminta pendapat dokter atau dokter giri lain;

"’ Mendapcthnmhymmnidengmlmbmdmmdis.

Menolak tindakan medis; dan
Mendapatkan isi rekam medis.
Sedangkan Pasal 53 menyebutkan tentang kewajiban pasien dalam menerima

pelnyanmpadamtﬁkkedoktcmanmlain;

1.
2.
3.
4.

Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi,

Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 53 UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan disebutkan mengenai

kewajiban dari tenaga keschatan untuk menghormati hak-hak pasien,

Beberapa hak pasien yang menonjol dan juga merupakan hak asasi dari pasien

antara lain:

Hak untuk mendzpatkan pelayanan keschatan yang laysik dan baik.

Di dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa sctiap
orang berhak untuk mendapatkan pelayanan keschatan. Pasal 4 UU No. 23 tahun
1992 tentang Kesehatan menyatakan babwa setiap orang mempunyai hak yang



sama dalam memperoleh dergiat keschatan yang optimal.
2. Hak atas mformasi.

Keluhan yung paling smum dissmpoiksn oleh para pasien bescrts
kelusrganyn kepada dokier terlotak pada kurangnya komunikasi antam dokter
dengan pasicn dan keluarganya. Biasanya pasicn sangat memsbutubian infoemasi
mengenai diagnosis, prosedur medis, prognosa (pegalanan) penyakit dan kondisi
psen laiemys, ™

dokier tentang hal-hal yang berhubungan dengan keschatanerys, dalam bal tegjadi
Ibungan dokter dengan pasicn. Merupakan tindskan yang baik apabila dokter
menginformasikan kepada pasien fentang keschatanaya. Hak ini kemuxdian
Mdammmmwmwmmas-hfumsi}

Di dalam Permenkes No. 585 tshun 1989 pada dassrnys ditentukan
punbuianinfommidnhnmdaptindnkmmodimuiadihcwajibmdohr,
dokter hasus memberikan informasi kepada pasicn, baik dimints maupun tidak
diminga oleh pasien.

Di datam Pasal 5 ayat (1) Permenkes No. 585 tahun 1989 disebutkan
behwa informasi ynng diberikan mencakup keuntungm dan kerugian dari
tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnostik maupen terapeutik.

Mm“&hhﬂhhhmﬁmmlw
yaitu informasi yang memust tentang periunyn tindakan medik yang

" mnuﬁmmwmzmlmmm



bumdmmdanm'komdapudimkmm
Mdealnya isi minimal informasi yang harus disampaikan dokler adalsh ;™
o Dingnosa
b. Resiko dari tindakan medis.
¢ Alternatif terapi, termasuk keuntungan dan kerugian dari sctiap altematil
tenapi.
d  Prognose,
. Cara kerja dokter dalam proses tindakan medik.
Keuntungan dan kerugian tiap alternatif terapi secara luas.
Semua resiko yang mungkin terjadi.
Kemungkinan rasa sakit setelah tindakan medik.
Apabila dokter terlalu banyak memberikan informasi, ada kemungkinan
pasien yang dalam keadsan lemah dan sskit menjodi takut atau shock, malah akan
memperburuk proses penyembuhan. Selain itu pasien karena takutnys mungkin
akan menolak tindakan medis yang ditawarkan, schingga akan memperburuk
keadaan. Teslalu sedikit memberikan informasi dapat juga menycbabkan salah
penafsimn,
Hak untuk menentukan nasibnya sendiri adalah hak yang melekat dalam
diri manusia, dalam arti sescorang berhak menentukan ape yang akan/perhuharus

™

Toe

dilakukan atas dirinya.
Hak unfuk menentukan nasibnya sendid dalam bidang kesehotan, antara

™ Wila Chandrawila, Op.Cit_ hal 63.
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Kain adaloh ;"
a. Hak untuk mencntukan mendapatkan atau menolak pertolongan di bidang
pelayanan keschatan.
b.  Hak untuk memilih sarana keschatan atau dokter.
¢ Hak untuk mendapatkan second apinion
d. Hak untuk dirahasiakan penyakitnya.
¢, Hok untuk melihat rekarm medik,
4. Hak atas persctujuan.

Apabila dihubungkan dengan tindakan medik, maka hak untuk
menentukan diri sendiri dikenal dengan persetujusn atas dasar informasi
(informed consenf). Merupakan hak seorang pasien untuk menerima atau
menolak tindakan medik yang ditawarkan oleh dokter setelah dokier tersebut

Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pesien atau
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan
terhadap pasien tersebut.™ Artinya hak yang dimiliki okh sctiap pasien untuk
memberikan persetujuan atau menolak untuk menjalani prosedur percobaan
medik yang dilakukan secara profesional dan didasarkan atas informasi yang

diberikan oleh dokter.

™ Likat Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persctujuan Tindakan

Mo
™ Lihat Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Permenkes No, 585 tahun 1989 tentang Persetujissn Tindakan

Modk
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Di dalam pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 585 tahun 1989 fentang
Persetujuan Tindakan Medik discbutkan bahwa: "Semua tindakan medis yang akan
dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persctujuan”.

Dalam hal ini pasien harus menerima informasi terlebih dahulu sebelum
memberikan persctujuan atas tindakan medik yang akan dilskukan dokter terhadap
diri si pasicn. Bentuk persetujuan ini bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan.
Persctyjuan  secara tertulis dipedukan untk setisp tindakan medik yang
mengandung resiko tinggi dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persefujuan yaitu pasien itu sendiri. Kecuali pasien di bawah umur, dalam
keadaan tidak sadar, dan tidak cakap untuk melaksanskan perbuatan hukum,
maka persetujuan diberikan oleh wali dalam hal pasien tidsk sadar atau pingsan
serta tidak didsmpingi oleh keluarga terdekat, sccara medik berada dalam
keadaan gawat dan atau darurat yang segers memerlukan tindakan medik, maka
tidak diperiukan persetujuan oleh siapapun.”

Sebelum dokter melakukan tindakan medik, pasicn atau keluarga pasien
(apabila kondisi pasien tidak sadar atau koma dan pasicn masih dibawah umur)
harus menandatangani informed consent. Dengan menandatangani informed
consent, menimbulkan kesan bahwa seolah - olah pasien atau keluarganya telah
memberikan persctujuan untuk menyerahkan hidup dan matinys ke tangan
dokter tanpa adanya suatu jaminan atau garansi bahwa pasien pasti sembuh
dari penyakit yang dideritanya.

" Wila Chandrawila, Op.cit., bal. 19
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Dalam pandangan awam tentu apapun bisa terjadi, bisa saja pada saat pasien
masuk kedalam ruang operasi pasien dalam keadaan sadar dan kondisi baik,
namun pada saat keluar dari ruang operasi kondisi pasien terscbul malah
makin memburuk, bahkan kemudian meninggal adalah sesuaty yang tidak
mustshil. Tentu saja hal ini didasarkan pada tingkat kepercayaan dan kepasrahan

Penelitian yang dilakukan oleh Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ) di Amerika Serikat dapat dijadikan sebuah contoh. Hasil penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa dokter seringkali tidak memberikan informasi
yang cukup untuk pasien mengenai penyakitnya sebelum dokter tersebut
melakukan tindakan medik. Hal yang sama dapat dilihat di Indonesia, dokter
dinilai tidak memberikan informasi yang cukup dan memadai sebelum pasien
atau keluarpanya menandatangani informed consert).” Kalau informasi yang
diberikan sudah cukup, kemungkinan besar keluarga pasien atau pasien itu sendiri
akan mencrima apapun yang terjadi.

5. Hak atas rahasia kedoktcran.
Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya dikenal
dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk mershasiakan
pasien. Sehubungan dengan proses pengadilan, seorang dokter mempunyai hak

™ Kontroversi Hubsungan Dokser-Pasien, hitp:/www hukumaonline com/print ssp?id
8473 & cl.Kolom, 11 November 2003,



untuk menolak membuka rahasia kedokteran,

Hak atas rahasia kedokteran merupakan hak individu dari pasien. Hak ini
dapat dikesampingkan dalam hal masyarakat menuntutnya. Misal penyukit
pasien akan membahayakan masyarakat (penyakit menular), maka dokter,
walaupun pasien tersebut menolak untuk dibuka rahasia tentang penyakitnya,
berwenang,

Hak atas pendapat kedua (second opinion),

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah juga hubungan atas dasar
kepercayaan. Seringkali dalam praktcknya, dokter merasa tersinggung dalam
hal pasien menginginkan pendapat dokter lain tentang penyakitnya. Dokter
merasa pasien meragukan hasil pekegaannya. Tetapi kenyataannya kedang-kadang
terdapat perbedaan pendapat dari dokter pertama dan dokter kedua.

Pendapat kedua adalah adanya kerjasama antara dokter pertama dengan
dokter kedua, Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil pekeraannya
kepada dokter kedua. Kerjasama ini terjalin atas inisiatif pasien.

Dalam hak atas pendapat kedua, dokter kedua dalam hal ini akan
mempelajari hasil kerja dokter pertama dan apabila ia melibat adanya
perbedaan pendapat, maka dokter kedua akan menghubungi dokter pertama
untuk membicarakan tentang perbedaan diagnosa yang dibuat oleh keduanya.
Dengan adanya hak atas pendapat kedua sebagai hak pasien, maka keuntungan



yang didapat olch pasien sangat besar, Pertama, pasien tidak periu mengulangi
pemeriksaan rutin lagi. Kedus, dokter pertama dapat berkomunikasi dengan
dokter kedua schingga dengan adanya keterbukaan dari para pakar yang setingkat
kemampuannya akan menghasilkan pendapat yang lebih baik mengenai penyakit
pasic.

7. Hak untuk mefihat Rekam Medik.

Yeng dimaksud rekam medik berdasakan Pasal 46 Penjelasan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomoe 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalsh
berhsymgbeﬁsimdmdo)nmwiduﬂaspaien,pmﬂmn
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan
keschatan.

Pasal 2 Permenkes No. 749a tahun 1989 menetapkan bahwa setiap sarana
pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap
wajib membuat Rekam Medik.

Rekam medik menurut Amir mempanyai peranan yang penting dan melekat erat
dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan keschatan, Bahkan ada
yang mengungkapkan bahwa rekam medis dapat dianggap sebagai orang ketiga yang
hadir pada saat dokter menerima pasiennya.”” Hal ini didasarkan pada Pasal 46 Ayat
(1) yang berbunyi, setisp dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran wajib membusat rekam medis.

™ Amri Amir dan M. Jusuf Hanifizh, Etika Kedokteran dan Hukum Keseharan Edisi 3, (Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999, hal, 55



Fungsi dari Rekam Medik adolah sebagai berikut

a &mmmmmm&mm

b. Sarana administrasi apabila kegiatan itu dilakukan di ramah sekit.

¢ Berfungsi sebagai alat bukti apabils terjadi tuntutan dari pasien (Pasal 14
Permenkes No. 749 tahun 1989).

d. Sebagai perlindungan hukum bagi dokter.

¢. Sarana finansial, karena dapat digunskan unfuk menghitung biaya
perawatan dan pengobatan yang diperlukan oleh pasien (Pasal 14
Permenkes No, 749 tahun 1989),

£ Merupakan lembar pengumpul data untuk penelitian dan pendidikan (Pasal 14

Permenkes No. 749 a talun 1989).
Sebagai alat dokumentasi dan sarana untuk. menjamin pelayanan

kesehatan,
h. Merupakan catstan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu yang

secara implisit mengandung yormed corsen.
Dalam Pasal 10 Permenkes No. 749a tahun 1989 ditetapkan mengenai
kepemilikan dari Rekam Medik. yaitu:
a. Berkas Rekam Medik milik sarana keschatan.

b. Isi Rekam Medik milik pasien.

™ Hermien Hadiati Kocswadji, Op.cit., hal. 154



pakar Hukum Keschat, yainu:™

a  Bahwa merupakan hak pasien untuk melihat Rekam Medik, termasuk untuk
mendapatkan foto copy dari Rekam Medik yang isinya adalah milik pasien.

b. Dokter tidak perlu memperihatkan kepada pasicn catatan yang berisi
pendapat pribadi dokter. Dalam hal dokter harus memenuhi hak pasien
untuk melihat Rekam Medik, maka adalah hak dokter untuk tidak
memperlihatkan tulisan yang berisi pendapat pribadi dokter kepads pasien.

Masalah yang dihadapi pasien adalsh seringnya penolakan dari yang
memiliki berkas rekam medik yaitu dokter atau rumah sakit, dalam hal pasien
ingin melihat rekam medik. Dokter atau rumah sakit berasumsi bahwa pasien
mempunyai tujuan untuk menggugat dokter dan rekam medik akan
dipergunakan sebagai alat bukti, Sebenarnya para dokter tidak perlu takut
akan hal itu, dengan adanya saling keterbuksan akan dapat menghindari
kesalahpahaman antara dokter dengan pasien.

Golongan yang memperbolehkan umumnya beragumentasi bahwa
informasi dalam catatan medis merupakan milik pasien, schingga pasien wajib
diberi informasi tentang isi catatan medisnya. Bahwa catatan medis tersebut
dapat memberi pasien suatu alat pembanding yang tangguh untuk menilai
mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Namun ada sebagian golongan yang
beragumentasi bahwa sebaiknya pasien tidak diberi kesempatan memiliki catatan

™ Wiln Chandrawils, Op cit, hal. 23



medis, kecuali ia dapat menunjukan akesin socars Iukum ik memperolehnya.®”
Robert Imam Sutedja berpendapat bahwa pasien tidak boleh mendapatkan
foto copy dari Rekam Medik karena hal ini merupakan rahasia kedokteran
kecuali apabila pengadilan memintanys untuk keperluan pembuktian, selain it
pengadilan juga akan mendapatkan resume dari rekam medik yang isinya
adalzh mengenai stauts pasien tersebat*'
8. Hak atas ganti rugi.

Apabila antara kedua pihak yaitu pasien dan dokter telah disepakati untuk
dilakukan langkah-langkah yang berupaya secara optimal untuk melakukan
tindakan medis tertentu, maka jika upaya tersebut tidak tercapai karena dokter
tidak hati-hati dan tidak cermat dalam prosedur yang ditempuh melalui proses
komunikasi sebelum melangkah kepada dilakukannya tindakan medis tertentu
itu, salah satu pihak dapat menuntut ganti rugs sesuai dengan Pasal 55 ayat (1)
dan ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan,

Pemberian hak atas ganti rugi ini merupakan suatu upaya untuk
memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang atas suatu akibat yang
timbul, baik fisik (hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sehagian
organ tubuh) maupun non fisik (berkaitan dengan martabat seseorang) karena

kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter dan mungkin akibat dari
kesalahan dan kelalaian itu dapat menyebabkan kematian atau cacat yang permanen.

¥ Bami Sedwwanto, Ketidatberdayaan Pasien Menghadapi Rezim Medis, Wp/! www.
indomedia.com 11 Januari 2004
"' Robert Imam Sutedja, Loc.cit,
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10. Hak menolak untuk memberikan keterangan tentang pasien di pengadilan.
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kepada dokter lainnya.
Hak atas privacy dokier. Pasien harus menghargai dan menghormati hal yang

menyangkut peivacy dokter, misalnya jangan memperluas bal-hal yang sangsl
pribadi dan dokter yang ia ketahui sewaktu mendapatkan pengobatan.

Hak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien
yang tidak puas terhadap hasil kega dokter (itikad baik pesien). Jika seorang pasien
tidak puas dan ingin mengajukan keluhan, maka dokter mempunyai hak agar
pasien tersebut bicara terlebih dahulu dengannya sebetum mengambil langksh
lain misalnya melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia (ID1).

Hak atas balas jasa. Hak ini sesuni dengan persetujuan terapeutik dimana dari
pihak pasien selain memiliki hak sebagai scorang pasien juga mempunyai
kewajiban untuk memberikan suatu honor kepada dokter dan kewajiban pasicn
tersebut merupakan salah satu hak seorang dokter.

Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang
mmwmmm&wm&mmwmmm
bekerja sama sebaik mungkin.

Hak untuk membela diri.

Hak memilih pasien.

Mananndms-lManTahnm,ngafﬁ.PasnISOmm

Kedokteran, hak dan kewajiban Dokier atau Dokter Gigi, adalah :
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Memperokeh perfindungan hukum sepanjang melaksanakan tupas scsual dengan
standar prosedur operasioal,

2. Memberikan pelaysnan modis menunt stander profesi dan standar prosedur

operasional,

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan
4. Menerima imbeadan jasa.

DiddanPasalSl.nmyduhnDdaerdedeigi«hlamnx]M

praktik melaksanakan praktik kedoktersn mempunyai kewajiben:

Mmmmwmmmmmm
operasional serta kebutuhan medis pasien.

Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi Jain yang mempunyai keahlian stau
kemampuan yang Jebih baik, apabila tidsk mampu medakukan suaty pemeriksaan
atau pengobatan.

pasien itu meninggal dunia.

Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemnanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
omng luin yang bertugas dan mampu melakukannya, dan

Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
kedokteran atan kedokteran giri.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan dalam

Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa bagi tenaga keschatan jenis tertentu
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(tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien misalnya  doker,

dokter gigi, perawat) mempunyai kewnjiban untuk:

1. Menghormati hak pasien.

2 mmm&&mwm

3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan
dilalukan.

4. Meminta persetujuan terhadap tindskan medik yang dilakukan.

5. Membuat dan memelihara Rekam Medik.

Dasar bagi pelaksanaan profesi medik dokter di Indonesia diantaranya adalah
Surat Keputusan Menteri Keschatan RI No. 434/SK/X/1983 tentang Berlakunya
Kode Etik Kedokteran bagi Dokter di Indonesia (KODEKI). Di dalam Bab I dan
Bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia diatur mengenai kewajban-kewajiban dokter
|. Seorang dokler harus senantiass melakukan profesinya menurut ukuran yang

tertinggi (Pasal 2).

2. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya scorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbeangan keuntungan pribadi (Pasal 3).

3. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk
insani, baik jasmani maupun rohani hanya diberikan untuk kepentingan pasien
(Pasal 5).

4, Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan
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kebenarannyn (Pasal 7).
- Setiap dokter harus senantiass mengingat akan kewsjibannya melindungi hidup

makhluk insani (Pasal 10),
. Sctiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
keterampilannya unfuk kepentingan pasien (Pasal 11).

- Dalam hal ja tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan,
maka is wajib merujuk pasicn kepada dokter lain yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut (Pasal 12).

. Setiap dokter wajib mershasikan segala scsuatu yang diketahuinya tentang
seoarang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia (Pasal 13)

. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat schagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu
untuk memberikannya (Pasal 14).



BAB I

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN

A. Pemberlakuan dan Penerapan UU No. 8 Tahun 1999 dalam Hubungan antara
Dokter dengan Pasien

Pada tahun 1992 telah diundangkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan
dan pada tahun 1999 telah diundangkan UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Sebagian orang berpendapat bahwa pasien dapat
digolongkan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa,
schingga scluruh aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 8§ tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen itu berlaku bagi hubungan antara dokter dengan pasien.

Sebagian lagi berpendapat bahwa hubungan antara pelaku ussha dan konsumen,
khususnya di bidang ekonomi harus dibedakan dengan hubungan antara dokter
dengan pasien di bidang kesehatan. Sehingga kaidah-kaidah hukum yang ada
dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat begitu saja
diberlakukan dalam hubungan antara dokter dengan pasien.

Masih terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai apakah jasa pelayanan
kesehatan merupakan obyek transaksi yang dilindungi UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Kalangan LSM Konsumen berpandangan bahwa
jasa pelayanan keschatan tidak dapat dikecualikan dari obyek transaksi yang

104
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B. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam
Hubungan antara Dokter dengan Pasien

Pemerintah akhimya membuat suatu undang -undang yang mengatur mengenai
praktik kedokteran schagai pelengkap UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Undang-Undang tentang Praktik Kedokseran terdini dari 12 Bab dan 88
Pasal. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi” kepada pasien dalam melaksanakan upeya kesehatan (Pasal 1 angka 1 UU
No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Penyelenggaraan praktik kedokteran
didasarkan peda kesepakatan antam dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya
untk pemeliharaan keschatan, pencegahan penyakit, peningkatan keschatan,
pengobatan penyakit dan pemalihan keschatan®

Dari rumusan yang tercantum didalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakdtik
Kedokteran tersebut jelas bahwa dokter merupakan pengemben profesi kedokieran yang
tenturtys juga memiliki ciri-<iri profesi schagnimana pengemban profesi pada umumnyn.
Menunst Komalawati (2002)" menyimpulkan babwa hekikat profesi adalsh panggilan
hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusisan yang didasarkan pada pendidikan yang
harus dilaksanakan dengan keswgguhan nist den tanggung jawab penuh. Schagai
pengemben profesi, dokter adalsh orang yang memiliki keshlian don ketrampilan dalam
ilmu kedoktermn yang sccara mandii mampu memenuhi kebutuhan measyarakat yang

STemaga Medis adalsh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigl spesialis balusan pendidikan
kedoktersn atau kedokteran gigi di dalam maupun di huar negeri yang diskui oleh Pemerintah
Republik Indonesia”, lihat Pasal 1 angka 2 Undang - Undang tentang Prakiik Kedokterss,

* Lihat Pasal 39 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran

' Anny Isfundyanrie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokser, Buks 1, Jakara, Prestasi
Pustaka Publisher.
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memeriukan pelayanannya. Seluin itw, dokicr harus mampu memutuskan sendiri tindakan
yang barus dilakukan dalam melaksanaken peofisinga , serta socara pribadi bestanggung
jawab atas mutu layaren yang diberikan.

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib
mencrima imbalan jasa (Pasal S0 huruf d UU Nomoe 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran). Di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran diatur mengenai
kewjiban dari dokter dalam memberikan pelayaran kesehatun,

Pasal 45 UU Praktik Kedokteran mengatur mengenai informed consent yaitu di
mana setiap tindakan medis yang dilskukan harus terlebih dabulu diinformasikan
kepada pasienayn. Informasi tersebut melipus: *

1. Diagnosis dan tata cam tindakan medis

2. Tujuan tindakan medis yang dlakukan

3. Atematif tindakan kain dan risikonya

4, Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
*  Prognosis terhadap tindiksn yang dilakukan.

Dalam hal ini pasien dapat menolak scbagian atau seluruhnya tindakan medis
yang akan dilskukan (Pasal 52 UU tentang Praktik Kedokieran). Persetujusn maupun
penolakan terhadsp tindakan medis harus dinystskan secara tegas oleh pasien atau
keluarganya (Pasad 52 ayat (1), (2) dan (3) UU Pmktik Kedokderan). Pasien juga berhak
itk meminta second opiion terbadsp informesi yang diberikan oleh dolier (Pasal 52, ayes
(3) buruf'c. UL Prakaik Kedokseran)

* Lihat Pasal 45 Undang-Undang tentang Prakelk Kedokeeran



119

rekam medik” diatur di dalam Pasad 46 UU Praksik Kedokieran,

Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran disusun dengan tujuan  untuk
memberikan perlindungan bukum bagi konsumen jasa pelayanan keschatan,
disamping itu juga memberikan kepastian hukum bagi dokter dalam menjalankan
profesinya. Namun ada penilaian behwa Undang-Undang Praktik Kedokteran ini
cenderung menentang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perfindngan Konsumen.

Solihin Wirsuger menjelskan belwe poda desamya kita ingin memproteksi negeri
kita dari perilaku dokter-dokter yang tidak terawasi schinggn dengan sdanya
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran ini kita mempunysi kejelasan hukum dan
dapat memberikan sanksi bagi yang bersalah."” Hal inf tertuang di dalam Pasal 3 UU
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yakni mengensi tujuan dani adanys
pengaturan prakiek kedokieran, yaitu :

1. Memberikan perfindungan kepada pasien.

2 Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh
dokter atau dokter gigi; dan

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter giri.

Jadi, Undang-Undang Praktik Kedokteran ini justru akan mefindungi dokier dari
kesalahan atau kelalaion dalam melakukan profesinys, di mana dengan adanya Undang-

* Rekam Medik adalah berkas yang beris| caratan dan dokumen tentang ideatitas pasien, pemerikssan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepads pasien pada ssruna pelayanan kesehatan®, lihat
Pesijclassn Pasal 46 Undang -Undang tentang Praktik Kedokaeran.

¥ Kepastian Hukum Antars Penerima dan Penyelenggara Pelayanan Medis. www, Geocities
com'majakal/sinovia/| $-utama bim, 6 Febraari 2004,
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Undang terscbut maka dokter akan scnantiasa meningkatkan pengetahuannya dan
batasan-batasan malprakiik menjadi jelas serta profesi lain yang juga bergerak dalam
bidang keschatan dengan sendirinya menjadi tersingkir sebab tidak sesuai dengan
undang-undang tersebut. Jadi Undang-Undang Praktik Kedokferan ini pada
dasamya adalah untuk memperjelas hukum dn mefindungi doker yang berpraktek scasi
dengn profesinya

Ada kecenderungan UU tersebut dibust untuk melawan UU No. 8 tabun 1999
tentang Perdindungan Konsumen. Para penyusun U sehanusnya tidak menyusun UU
medik melainkan, menyusun peraturan pemerintsh (PP) fentang standar profesi dan
hak-hak pasien seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang
Keschatan.

Undang Undang Praktik Kedoktcran masih mencampuradukan masalsh
pelanggaran etik, pelanggaran pidana, serta pelanggamn yang sifitnya perdata. Menurut
R. Sjamsuhidajat Ketua Tim Penyusun UU Prakiik Kedokteran, ada dua hal yang
penting ditetapkan dalam draft UU Praktik Kedokteran. Pertama, membentuk badan
independen yaitu Konsil Kedokterun Indonesia (KKI).'"* Tugas dari Konsil Kedokteran
Indonesia ini diatur di dalam Pasal 38 UU Praktik Kedokteran, Kedua, pengaturan
mwﬁnmmmwmimmgdiwokhm

Kesehatan?

" Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Praktik Kedokzeran
2 | ihat Pasal 38 angka 3 Undang-Undang tentang Praktik Kedoktersn
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Pasal 68 UU Praktik Kedokteran diketahui bahwa beberapa perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindakan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
akan menjodi yurisdiksi Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis"’ Tindak pidana
bukan lagi merupakan delik pidana. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, piak
penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dapat mengajukan aduan secara tertulis
kepada Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis (Pasal 66 ayat (1) UU Praktik
Km)‘Pm'mDﬁﬂhWTmMﬁshﬁmmmﬁm“
mmmmmmmmmmaﬁwmm
yang dilakukan tenaga medis dalam praktek kedokteran,"*

Untuk perbustan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pidana dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terscbut yang merupaksn tindak pidana
culpa merupakan tindak pidana yang dilakukan karena kealpasn sebagaimana
tercantum  di dalam pasal 359, 360 KUHP dan schagainya. Bentuk kesalahan
pada kealpaan bukan merupakan hal yang disengaja, tetapi juga terjadinya bukan
karena kebetulan, karen seharusnya pelaku sudah bisa memperkirakan segala
kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perbuatannya tersebut. Dalam kealpaan,
sikap batin pelaku atau petindak menghendaki melakukan suatu perbuatan, tetapi
akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendakinya,

" Peradilan Disiplin Profesi Tensgs Medis merupskan sslsh satu pelaksansan kekuasaan kehakiman
bagi masyamkat pemcari keadilan terhadap sengheta akibat tindskan yang difakukan oleh tenaga
medis datam praktek kedokternn, libat Pasal 68 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran,

* Libat Pasal 64 Undang-Undang tentang Prakiik Kedokreran.
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Ancaman hukuman karena kealpasnnya menychabkan matinya orang lain,
diancam dengan pidana penjara lima thun stay kurungan paling lama satu
ml!
Kmmpmadumuupmikxedokmmunmmmwmm
sistem altematif yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih salah
sdtu jenis pidana yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang
bersangkutan. Dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran dengan tidak
WMMhdengm&sehnhndathUMm
dikunhnsmksipidumkmmsmp-ﬁnghmnl(sam)mmdmdtpﬂm
banyak Rp. 50.000.000,- berdasarkan pasal 79 huruf ¢ UU Pradok, bila pasien
memduhnkep‘dapihakyangbawmgmmmndotmﬁd&mﬂam
kewajiban berdasar pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) jo pasal 51 huruf a UU Prakiik
Kedokteran.
Dumndmﬂdmapdihkiumdihlohihambaump&hluw
keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter yang bertumpu pada kompetensi
teknikal dan superior, maka jelas bahwa kedudukan pesien dalam kompetensi keahlian ini
pada posisi inferior. Pasien tidak dapat melskukan penilaian socara obycktif ats
profesionalitas pelayanan yang dilakukan olch dokter, apakah yang dikerjakan oleh dokter
profesional atau tidak.
memberikan kepercayaan untuk mendapatkan pelayanan peofesional yang berrmutu dan

I8 Lihat Pasal 359 Kitsb Undang-Undsng Hukum Pidana
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Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 325/Pde.G/1996/PNIKT.PST
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 716 /PdLGN 997/PT.DKI

Putusan Mahkamah A gung Republik ndonesia Nomor : 2587/K/Pdt./2000.
Prosedural Consent Form,

Consent Information - Patient Copy

Peraturan Pemndng-Undngn :

Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1986 tentung Tenaga Kesehatan,

Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga
Keschatan,



Form 1

perihal : Penyusunan Tegjs

Kepada Yth.
Ketua Program Magister Jimy Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jalan Borobudur No, 7

di

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iran Sahril
Nomor Pokok 1 5205220024

Memberitahukan bahwa saya akan menyusun tesis.

Schubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya dapat diberikan
pengantar untuk menghadap Pembimbing, dalam rangka membicarakan/
membahas penyusunan tesis,

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan outline/proposal
penyusunan tesis,

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 28 Februari 2008
Hormat saya,

g

Iran Sahril




Form 2

UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

Ketia Program Magister limu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pancasila, menunjuk:

Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., MH.

Sebagai Pembimbing Tesis dari:
Nama : Iran Sahril
Nomor Pokok : 5205220024

Berdasarkan proposal tesis terlampir, Penyelesaian selanjutnya sepenuhnya
diserahkan kepada Bapak.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 28 Februan 2008
Ketua Program Magister lImu Hukum

/P0u e P~

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S H., M A_
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UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Nomar : 06S/TESIS/KMIH/FHUP/02/2008 Sakte; 24 Eetena 2008
Lamp. : | cksemplar.
Hal : Penyusunan Tesis.

Kepada Yth

Dr. Inosentius Samsul, SH, M H

pembimbing Tesis

Program Magister llmu Hukum Universitas Pancasila
di Jakarta

Dengan hormat,
Dengan ini dihadapkan kepada Bapak Peserta Program Magister Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

Nama - Iran Sahril

Nomor Pokok ; .5205220024

untuk membicarakan penyusunan tesis yang akan menulis tesis dengan judul: Tinjauan
Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-hak Kensumen Jasa Pelayanan Keschatan
Dalam Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien.

Bersama ini kami lampirkan pula formulir pcnunjuka.n Pembimbing Tesis dan formulir
Tanda Persetujuan Bimbingan i pengantar bagi pescrta yang bersangkutan untuk
menghadap kepada calon pembimbing tesis.

n terima kasih

Atas kesjasama yang baik, dissmpaika
Program ister limu Hukum,

M. Itham Hegmawan, SH., M H,
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UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. bersedia menjadi Pembimbing
Tesis dari peserta:

Nama : Iran Sahril
Nomor Pokok 1 5205220024

(Dr. 1 Samsul, S.H., M.H.)



